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ABSTRAK 

 

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN 

PIDANA RINGAN PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  

(Studi Putusan Perkara Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt) 

Oleh 

SANIA AMANDA FERSA 

 

 

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk 

kejahatan terhadap harta benda yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi 

dibandingkan pencurian biasa karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang 

memperberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dalam praktik 

peradilan, tidak jarang terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana, termasuk ketika 

hakim menjatuhkan pidana yang dinilai lebih ringan dari ancaman maksimum, 

meskipun unsur pemberatan telah terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta 

kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini 

mengkaji dua permasalahan yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan pidana ringan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam 

Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt dan apakah putusan tersebut telah sesuai 

dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-

undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertimbangan 

hakim, teori keadilan, dan teori pemidanaan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan 

melalui wawancara dengan narasumber di lingkungan peradilan tepatnya di 

Pengadilan Negeri Gedong Tataan  serta analisis terhadap putusan pengadilan. Data 

yang digunakan terdiri atas data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier, serta data primer dari hasil wawancara. Seluruh data dianalisis secara 

kualitatif dengan metode analitis deduktif. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 

141/Pid.B/2024/PN Gdt, hakim dalam menjatuhkan pidana telah 

mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, hakim 

menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, yang 

dibuktikan melalui alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, 

berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sehingga hakim 

memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa.  
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Ancaman pidana maksimum adalah sembilan tahun penjara, hakim menjatuhkan 

pidana selama tiga tahun enam bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan. Secara sosiologis, putusan tersebut mencerminkan 

fungsi pemidanaan dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek 

jera. Sementara secara filosofis, putusan telah mencerminkan keseimbangan antara 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari perspektif teori pemidanaan, 

putusan ini menunjukkan penerapan tujuan retributif dan preventif, meskipun aspek 

rehabilitatif belum tergambar secara optimal. Dengan demikian, putusan tersebut 

pada dasarnya telah mencerminkan teori gabungan dalam pemidanaan serta 

memenuhi tujuan perlindungan masyarakat dan penegakan norma hukum, namun 

masih perlu penguatan pada aspek pembinaan dan reintegrasi sosial pelaku. 

Penelitian ini menyarankan agar dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak hanya 

menekankan pada pembuktian unsur delik dan pembalasan, tetapi juga 

menguraikan secara eksplisit tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. 

Dengan demikian, putusan pidana diharapkan lebih mencerminkan tujuan 

pemidanaan modern yang integratif, seimbang, dan berorientasi pada pembinaan 

pelaku tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pencurian dengan Pemberatan, Tujuan 

Pemidanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE JUDGE’S LEGAL CONSIDERATIONS IN IMPOSING A 

LENIENT SENTENCE ON THE PERPETRATOR OF AGGRAVATED 

THEFT 

(Study of Decision Number: 141/Pid.B/2024/PN Gdt) 

 

By 

 

SANIA AMANDA FERSA 

 

 

Aggravated theft constitutes a form of crime against property that carries a higher 

level of seriousness than ordinary theft because it is committed under certain 

aggravating circumstances, as regulated under Article 363 of the Indonesian 

Criminal Code (KUHP). In judicial practice, disparities in sentencing often occur, 

including situations where judges impose penalties considered lighter than the 

maximum statutory threat, even though the aggravating elements have been 

fulfilled. This condition raises questions regarding the legal basis of judicial 

considerations in imposing relatively lenient sentences and their conformity with 

the objectives of punishment. Based on this background, this study examines two 

main issues: (1) what are the judicial considerations underlying the imposition of 

a relatively light sentence on the perpetrator of aggravated theft in Decision 

Number 141/Pid.B/2024/PN.Gdt; and (2) whether the decision is consistent with 

the objectives of punishment under Indonesian criminal law. 

 

This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. 

The normative juridical approach was conducted through an examination of 

statutory regulations, legal doctrines, and theories related to judicial reasoning, 

theories of justice, and theories of punishment. The empirical juridical approach 

was carried out through interviews with judicial officers at the Gedong Tataan 

District Court and through analysis of the court decision. The data consist of 

secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials, as well 

as primary data obtained from interviews. All data were analyzed qualitatively 

using a deductive analytical method. 

The results of the research and deliberation indicate that in Decision Number: 

141/Pid.B/2024/PN Gdt, the judge considered legal, sociological, and 

philosophical aspects in imposing the sentence. Legally, the judge stated that the 

elements of the crime of aggravated theft as stipulated in Article 363 paragraph (1) 

4 of the Criminal Code had been met, as proven by valid evidence in accordance 

with Article 183 of the Criminal Procedure Code, in the form of witness testimony, 

the defendant's testimony, and physical evidence, thereby convincing the judge of 

the defendant's guilt. 
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The maximum criminal penalty is nine years in prison, the judge sentenced him to 

three years and six months taking into account aggravating and mitigating 

circumstances. Sociologically, this decision reflects the function of punishment in 

maintaining public order and providing a deterrent effect. Philosophically, the 

decision reflects a balance between justice, legal certainty, and expediency. From 

a criminal law theory perspective, this decision demonstrates the application of 

retributive and preventive objectives, although the rehabilitative aspect has not 

been optimally reflected. Thus, the decision basically reflects a combined theory of 

punishment and fulfills the objectives of protecting society and enforcing legal 

norms, but still needs strengthening in the aspects of fostering and social 

reintegration of the perpetrator. 

This study recommends that in imposing criminal sanctions, judges should not only 

emphasize the proof of the elements of the offense and retribution, but also explicitly 

elaborate on the goals of rehabilitation and social reintegration. In this way, 

criminal judgments are expected to better reflect modern sentencing objectives that 

are integrative, balanced, and oriented toward offender reform without neglecting 

legal certainty and justice. 

Keywords: Judicial Consideration, Aggravated Theft, Objectives of Punishment. 
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I. PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Pencurian adalah suatu bentuk tindakan kriminal yang sering kali terjadi di tengah 

masyarakat, di mana objek atau target dari tindakan tersebut biasanya berupa 

bangunan, seperti rumah, kantor, maupun fasilitas umum lainnya. Pencurian ini 

dapat dilakukan oleh satu orang pelaku, namun tak jarang juga dilaksanakan secara 

berkelompok atau bersama-sama. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian 

materi bagi para korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman dan keresahan 

yang mendalam di masyarakat. Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan, 

mengingat tingginya intensitas kejahatan pencurian di berbagai wilayah di 

Indonesia. Pencurian seolah-olah telah menjadi permasalahan sosial yang sulit 

untuk diatasi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan dan 

penegakan hukum, tindakan pencurian tetap sering terjadi, bahkan di beberapa 

tempat, frekuensinya terus meningkat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan 

mendasar tentang efektivitas sistem hukum dan keamanan yang ada di Indonesia. 

Pencurian sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dapat 

diklasifikasikan ke dalam lima jenis, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan 

pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian di 

lingkungan keluarga. Masing-masing jenis pencurian memiliki karakteristik yang 

berbeda, tergantung pada modus operandi, tingkat keparahan, dan situasi di mana 

pencurian tersebut terjadi. Misalnya, pencurian biasa merujuk pada tindakan 

mengambil barang milik orang lain tanpa izin, sedangkan pencurian ringan 

biasanya melibatkan nilai barang yang relatif kecil. 1 

Pencurian yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah pencurian dengan 

pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan pencurian yang 

dibarengi dengan situasi-situasi tertentu. Ada ancaman hukum pidana yang menanti 

 
1 Imron Rosyaìdi, Maìrli Caìndraì, Abdul Chaìliq, M khaìliq, Victim Prìecipitaìtion Daìlaìm Tindaìk Pidaìnaì 

Pìencuriaìn (Jaìwaì timur: Dutaì Mìediaì, 2018), hlm. 4. 
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bagi pelaku.2 Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan dilakukan dalam keadaan tertentu yang menjadikan 

ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Keadaan-keadaan 

yang memberatkan tersebut bisa berupa pencurian yang dilakukan di malam hari, 

dilakukan di tempat tinggal, disertai pembobolan atau perusakan, atau dilakukan 

oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Karena sifatnya yang lebih serius, 

pencurian dengan pemberatan sering kali menimbulkan kerugian yang lebih besar 

bagi korban, baik dari segi material maupun emosional, sehingga hukum 

memandang perlu untuk memberikan hukuman yang lebih berat guna memberikan 

efek jera dan menjaga keamanan masyarakat. 

Tingginya angka pencurian menunjukkan adanya celah atau kelemahan dalam 

pengawasan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Selain 

itu, faktor-faktor seperti kesenjangan sosial, tingkat kemiskinan, dan rendahnya 

pendidikan diduga turut memicu tindakan kriminal ini. Pencurian seringkali 

dijadikan sebagai salah satu cara bagi sebagian orang untuk mendapatkan uang 

dengan menjual barang-barang yang telah dicuri. Pencurian merupakan tindakan 

kriminal yang kerap terjadi di tengah masyarakat, dengan sasaran berupa bangunan, 

seperti rumah, kantor, atau tempat umum lainnya. Sebagai tindak pidana yang 

bersifat konvensional, pencurian sudah ada dan terus berkembang di seluruh dunia.3 

Pencurian tetap menjadi fenomena kejahatan yang mengganggu ketenteraman 

masyarakat. Kejahatan ini semakin berkembang seiring dengan tuntutan ekonomi 

masyarakat serta berbagai permasalahan sosial yang menyertainya. Ketika 

teknologi semakin maju, metode dan frekuensi kejahatan pencurian pun ikut 

berkembang, sehingga kejahatan ini menjadi semakin kompleks dan sulit untuk 

diberantas. 

Ketika membicarakan hukum, khususnya hukum pidana, seringkali orang langsung 

mengaitkannya dengan hal-hal yang negatif seperti kejahatan, keburukan, dan tipu 

muslihat. Hukum pidana kerap kali dipersepsikan sebagai sesuatu yang berkaitan 

 
2 Saìfitri, Mìemaìhaìmi Maìksud Pìencuriaìn dìengaìn Pìembìeraìtaìn daìn Ancaìmaìn Hukum Pidaìnaì yaìng 

Mìenaìnti, https://www.pìenaìsihaìthukum.com/mìemaìhaìmi-maìksud-pìencuriaìn-dìengaìn-pìembìeraìtaìn-

daìn-aìncaìmaìn-hukum-pidaìnaì-yaìng-mìenaìnti.  
3 Ibid. 

https://www.penasihathukum.com/memahami-maksud-pencurian-dengan-pemberatan-dan-ancaman-hukum-pidana-yang-menanti
https://www.penasihathukum.com/memahami-maksud-pencurian-dengan-pemberatan-dan-ancaman-hukum-pidana-yang-menanti
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dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, di mana peran polisi, jaksa, 

dan hakim sangat dominan dalam memberantas tindakan kriminal. Dalam 

pandangan umum, hukum pidana dihadirkan untuk melindungi masyarakat dengan 

menindak tegas para pelanggar hukum dan menegakkan keadilan. Lebih dari 

sekadar penindakan, hukum pidana berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga 

ketertiban sosial, memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, dan mencegah 

terjadinya tindak pidana yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, 

hukum pidana bukan hanya mengenai hukuman, tetapi juga bertujuan untuk 

menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.4 

Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, "pencurian dengan pemberatan" menunjukkan bahwa tindak pidana 

pencurian ini memiliki sifat khusus yang membuat ancaman pidananya lebih berat. 

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 KUHP. Menurut M. Sudradjat Bassar, 

pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang dengan cara mengambil barang milik orang lain dan digolongkan sebagai 

pencurian khusus. Artinya, pencurian ini dilakukan dengan cara tertentu serta dalam 

kondisi yang khusus, sehingga ancaman hukumannya lebih berat, bahkan dapat 

mencapai hukuman maksimal.5 

Indonesia seharusnya menjunjung prinsip supremasi hukum, yaitu hukum yang 

memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam kerangka negara hukum, Indonesia menerapkan asas penting 

yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Asas 

ini menegaskan bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana 

harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan 

yang adil dan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini juga tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di 

mana Pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 

dituntut, atau dihadapkan di pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada 

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dengan kekuatan hukum tetap. 

 
4 Erdiaìnto Effìendi, Hukum Pidaìnaì Suaìtu Pìengaìntaìr (Baìndung: PT. Rìefikaì Aditaìmaì, 2014), hlm. 1 
5 Sudraìjaìt Baìssaìr, 1986, Tindaìk Pidaìnaì Tìertìentu di Daìlaìm KUHP. Cìetaìkaìn Kìeduaì,Rìemaìdjaì Kaìryaì, 

Baìndung, Hlm. 19. 
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Implementasi asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah 

tindakan sewenang-wenang dari pihak penegak hukum dalam proses peradilan. Hal 

ini juga mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak asasi 

manusia, terutama dalam konteks peradilan pidana, sehingga keadilan dapat 

ditegakkan tanpa prasangka atau penghakiman dini sebelum ada keputusan akhir 

dari pengadilan.6 

Putusan Hakim merupakan tahap akhir dari suatu perkara yang sedang disidangkan 

dan diputuskan oleh seorang Hakim. Dalam putusannya, Hakim memutuskan 

beberapa hal, antara lain:7 

1. Putusan terkait fakta kejadian, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya. 

2. Putusan terkait aspek hukum, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan oleh 

terdakwa tergolong sebagai tindak pidana serta apakah terdakwa dinyatakan 

bersalah dan layak untuk dihukum. 

3. Putusan terkait jenis dan berat hukuman, jika memang terdakwa terbukti 

bersalah dan dapat dikenai pidana. 

Pada peraturan yang ada, terdapat beberapa ketentuan spesifik yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait faktor yang dapat 

meringankan dan memberatkan hukuman. Salah satu ketentuan tentang peringanan 

pidana adalah mengenai medeplichtige (penyertaan) yang diatur dalam Pasal 56 

KUHP, di mana pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, namun dengan peran 

yang lebih ringan atau tidak signifikan, dapat dikenai hukuman yang lebih ringan. 

Di sisi lain, hal-hal yang memberatkan pidana diatur dalam konsep concursus 

(perbarengan tindak pidana) dalam Pasal 63 hingga Pasal 71 KUHP. Concursus ini 

terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana secara bersamaan, 

dan hal tersebut dapat meningkatkan beratnya ancaman pidana. Dalam kasus 

concursus, hakim dapat mempertimbangkan kumulasi hukuman atau menerapkan 

 
6 Baìmbaìng Waìluyo, Pidaìnaì daìn Pìemidaìnaìaìn, (Jaìkaìrtaì: Sinaìr Graìfikaì, 2004), hlm. 33-91 
7 Naìtaìsyaìnaìbillaì, dkk. Pìertimbaìngaìn Haìkim Tindaìk Pidaìnaì Pìencuriaìn Dìengaìn Pìembìeraìtaìn (Studi 

Putusaìn Pìerkaìraì Nomor: 352/Pid. B. 2023/PN. BGL), Journaìl Criminologicaìl Rìeviìew Jaìnuaìri 2024 
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hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan jika tindak pidana tersebut 

dilakukan secara terpisah.8 

Hakim memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan 

kepada terdakwa. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang dapat memberatkan 

ataupun meringankan hukuman, baik yang diatur secara eksplisit dalam peraturan 

perundang-undangan maupun yang berdasarkan penilaian yuridis lainnya. Hal-hal 

yang meringankan hukuman, misalnya, dapat berupa faktor-faktor subjektif seperti 

penyesalan terdakwa, kerja sama yang baik selama proses penyidikan, atau kondisi 

keluarga terdakwa yang memerlukan perhatian khusus. Sementara itu, hal-hal yang 

memberatkan pidana mencakup faktor-faktor seperti berulangnya tindakan 

kejahatan, dampak kerugian yang besar bagi korban atau masyarakat, serta 

perencanaan yang matang dalam melakukan tindak pidana.  

Seperti pada contoh kasus Pada tanggal 9 September 2024 telah terjadi 

penangkapan terhadap terdakwa Mad Soleh bin Armani yang bertempat lahir di 

Lampung Selatan pada tanggal 25 Mei 1995 telah terbukti secara sah melakukan 

tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada kediaman saksi Badarsyah yang 

bertempat di Dusun Lubuk Bakak, Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang 

Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Berawal pada hari Kamis 

tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 01.WIB. Terdakwa mengajak teman-

teman nya yang dalam penjelasan ini Namanya telah disamarkan yaitu Saudara ZI 

(DPO), Saudara D (DPO) dan Saudara I (DPO) yang untuk mengambil 1 (satu) unit 

sepeda motor merek Honda Absolute Revo warna hitam. Terdakwa membagi peran 

masing-masing yaitu Saudara ZI (DPO) dan Saudara D (DPO) menghidupkan 

sepeda motor dengan cara memotong kabel kontak, sementara Terdakwa 

memegang stang dan mendorong sepeda motor tersebut, dan Saudara I (DPO) 

mengantar dan menjual sepeda motor tersebut, kemudian setelah sepeda motor 

tersebut berhasil dibawa dan dijual oleh Saudara Putra dengan harga senilai 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, 

 
8 Widiyaìni Raìtnaì Furi, Dispaìritaìs Pidaìnaì daìlaìm Tindaìk Pidaìnaì Pìencuriaìn dìengaìn Kìekìeraìsaìn di 

Pìengaìdilaìn Nìegìeri Slìemaìn, Vol 6 No 1, Rìecidivìe, April 2017  
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selanjutnya Terdakwa membagi uang tersebut dan masingmasing menerima senilai 

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);  

Berdasarkan Kasus Tindak Pidana tersebut, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

terhadap Terdakwa yang terdapat pada Putusan Nomor: 141/Pid.B/2024/pn Gdt 

ialah Menjatuhkan Pidana dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi 

masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa. Selama proses persidangan, 

akhirnya Hakim mengeluarkan amar putusan yang mengadili Terdakwa divonis 

hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan masa penangkapan 

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan.  

Permasalahan dasar dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang 

dilakukan oleh Terdakwa bersama tiga rekannya terletak pada unsur pemberatan 

yang secara tegas diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yakni dilakukan oleh 

dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dalam kasus ini, perbuatan para pelaku 

tidak hanya memenuhi unsur pencurian, tetapi juga mengandung pemberatan 

karena dilaksanakan secara terorganisir dengan pembagian peran yang jelas antar 

pelaku untuk memudahkan terjadinya pencurian sepeda motor milik korban. 

Keberadaan lebih dari satu pelaku yang bekerja sama menunjukkan adanya niat 

jahat (mens rea) kolektif dan meningkatkan tingkat keseriusan serta potensi 

ancaman terhadap keamanan masyarakat, sehingga patut dikenakan sanksi yang 

lebih berat sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku. 

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa 

Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP; 

yang dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi 

masa penahanan yang telah dijalaninya. Putusan Hakim menyatakan Terdakwa Mad 

Soleh bin Armani, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga 

dijatuhkan pemidanaan sesuai dengan tuntutan JPU. 9 

 

 

 
9 Putusaìn Pìengaìdilaìn Nìegìeri Gìedong Taìtaìaìn Nomor 141/Pid. B/2024/PN Gdt.  
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Alasan penulis tertarik meneliti perkara ini adalah karena Putusan yang diberikan 

oleh Hakim dengan hukuman pemidanaan 3 tahun 6 bulan sedangkan hukuman 

maksimalnya 9 tahun terlebih lagi Terdakwa adalah mantan narapidana pelaku 

pencabulan yang dimana berdasarkan hal tersebut bisa menjadi pertimbangan 

hakim dalam pemberatan masa hukuman terhadap terdakwa agar dapat memberikan 

efek jera yang mengikat untuk meminimalisir tindak pidana pencurian dan tindak 

pidana lainnya. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti dan membahas 

skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana 

Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Perkara Nomor: 

141/Pid.B/2024/PN Gdt.) 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditetapkan, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana ringan 

pelaku pencurian dengan pemberatan?  

b. Apakah Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt. sudah sesuai dengan tujuan 

pemidanaan?  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah ruang lingkup ilmu materi penelitian dalam 

bidang ilmu hukum pidana mengenai analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam 

Penjatuhan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan serta 

putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap pelaku pencurian 

dengan pemberatan apakah telah memenuhi keadilan substantif. Ruang lingkup 

wilayah berada di Provinsi Lampung tepatnya Pengadilan Gedong Tataan 

Pesawaran pada tahun 2025.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan penelitian  

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi 

tujuan dari penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pemidanaan 

Ringan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan 

b.  Untuk mengetahui putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan terhadap 

pelaku pencurian dengan pemberatan telah memenuhi tujuan pemidanaan.  

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis 

yaitu sebagai berikut: 

 a. Kegunaan secara Teoritis.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

pengetahuan di bidang hukum serta pemahaman tentang pertimbangan hakim 

terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lampung.  

b. Kegunaan secara Praktis.  

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti 

agar dijalankan secara baik dan benar oleh penegak hukum untuk mempertahankan 

kredibilitas hukum di Indonesia.  

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai anggapan, pandangan, 

metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis. Kerangka ini 

bertindak sebagai panduan atau landasan bagi penelitian atau penulisan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 10 

a. Teori dasar Pertimbangan Hakim  

Putusan Hakim dalam suatu perkara pidana merupakan tahapan akhir yang sangat 

krusial dan menentukan dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Hakim 

tidak hanya bertanggung jawab untuk menilai kasus berdasarkan aspek yuridis atau 

 
10 Abdulkaìdir Muhaìmmaìd, Hukum daìn Pìenìelitiaìn Hukum, Baìndung: PT. Citraì Adityaì Baìkti, 2004, 

hlm.73. 
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hukum semata, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lain yang 

turut mempengaruhi keadilan secara keseluruhan. Pertimbangan tersebut mencakup 

aspek sosiologis yang memperhatikan dampak sosial dari keputusan tersebut 

terhadap masyarakat luas, serta aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai 

moral, etika, dan keadilan yang mendasari hukum itu sendiri. 11 

1. Aspìek yuridis mìerupakan suatu kìegiatan yang bìertujuan untuk mìengidìentifikasi 

sìerta mìenguraikan unsur-unsur dari suatu pìermasalahan guna dikaji s ìecara 

mìendalam, kìemudian mìengaitkannya dìengan kìetìentuan hukum, norma hukum, 

sìerta kaidah hukum yang bìerlaku sìebagai dasar dalam mìenyìelìesaikan 

pìermasalahan tìersìebut.12 

2. Aspìek Sosiologis ialah suatu aspìek yang bìerguna untuk mìengkaji latar bìelakang 

sosioal sìepìerti pìendidikan, lingkungan tìempat tinggal dan pìekìerjaan, sìerta 

mìengìetahui motif tìerdakwa mìengapa tìerdakwa mìelakukan suatu tindak pidana. 

Sìelain latar bìelakang dari tìerdakwa, pìertimbangan yang tidak bisa diabaikan 

adalah, sìebìerapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang 

dilakukan dan kìeadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan. 13 

3. Aspìek Filosofis yakni pìertimbangan atau unsur yang mìenitik bìeratkan kìepada 

nilai kìeadilan tìerdakwa dan korban. Dìengan mìempìertimbangkan sìeluruh aspìek 

yuridis, sosiologis, dan filosofis putusan Hakim akan m ìencìerminkan suatu 

kìeadilan yang holistik dan mìendalam, yang tidak hanya s ìesuai dìengan aturan 

hukum tìertulis, tìetapi juga mìencìerminkan nilai-nilai kìemanusiaan dan norma 

sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini p ìenting untuk mìemastikan bahwa 

putusan tìersìebut dapat ditìerima olìeh bìerbagai pihak dan mampu mìenciptakan 

ìefìek positif di masyarakat, baik dalam jangka p ìendìek maupun jangka panjang.14 

 

 

 
11 Ahmaìd Rifaì’i, Pìembìentukaìn Pìeraìturaìn Pìerundaìng-Undaìngaìn: Tìeori daìn Praìktik, (Jaìkaìrtaì: 

Sinaìr Graìfikaì, 2016), hlm. 32–35. 
12 Baìhdìer Johaìn Naìsution, Mìetodìe Pìenìelitiaìn Ilmu Hukum, (Baìndung, Maìndaìr Maìju 2008),hlm .83-

88 
13 M. Solly Lubis, “Laìndaìsaìn daìn Tìeknik Pìerundaìng-undaìngaìn”, (Baìndung: Pìenìerbit CV Maìndaìr 

Maìju, 1989), hlm 6-9 
14 Sudaìrto, 1986, “Kaìpitaì Sìelìektaì Hukum Pidaìnaì”, (Baìndung: Alumni), hlm. 67. 
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c. Tìeori Pìemidanaan  

Dalam tìeori pìemidanaan, tìerdapat pìerbìedaan mìendasar antara pandangan utilitarian  

dan rìetributivis. Kaum utilitarian, yang p ìemikirannya banyak dipìengaruhi olìeh 

tokoh sìepìerti Jìerìemy Bìentham, bìerpìendapat bahwa tujuan pìemidanaan harus 

mìenghasilkan manfaat yang nyata dan dapat dibuktikan bagi masyarakat. Pidana 

bukan dijatuhkan sìemata-mata sìebagai balasan atas kìesalahan, mìelainkan sìebagai 

sarana untuk mìencapai tujuan tìertìentu, sìepìerti mìencìegah kìejahatan, mìempìerbaiki 

pìelaku, atau mìelindungi masyarakat. Sìebaliknya, pandangan rìetributivis yang 

akarnya dapat ditìelusuri antara lain pada p ìemikiran Immanuìel Kant mìenyatakan 

bahwa pidana dijatuhkan kar ìena pìelaku mìemang layak untuk dihukum atas 

pìerbuatannya. Dalam pìerspìektif ini, kìeadilan tìercapai kìetika hukuman dibìerikan 

sìetimpal dìengan kìesalahan yang dilakukan, tanpa harus mìempìertimbangkan 

manfaat praktis di luar pìembalasan tìersìebut. 

 

Sìejalan dìengan pìerkìembangan hukum pidana nasional, kìetìentuan mìengìenai tujuan 

pìemidanaan sìecara ìeksplisit diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023). Pasal tìersìebut mìenìegaskan bahwa pìemidanaan 

bìertujuan untuk; 

1) Mìencìegah tìerjadinya tindak pidana dìengan mìenìegakkan norma hukum dìemi 

pìerlindungan masyarakat. 

Kìetìentuan ini mìenunjukkan bahwa pidana mìemiliki fungsi prìevìentif, baik dalam 

arti pìencìegahan umum (gìenìeral dìetìerrìencìe) maupun pìencìegahan khusus (spìecial 

dìetìerrìencìe). Pìencìegahan umum dimaksudkan agar masyarakat tidak mìelakukan 

tindak pidana karìena adanya ancaman sanksi, s ìedangkan pìencìegahan khusus 

bìertujuan agar tìerpidana tidak mìengulangi pìerbuatannya. Dìengan dìemikian, 

pìemidanaan bìerfungsi sìebagai sarana mìenjaga kìetìertiban sosial dan mìembìerikan 

rasa aman kìepada masyarakat s ìebagai bagian dari pìerlindungan hukum. 

2) Mìemasyarakatkan tìerpidana mìelalui pìembinaan agar mìenjadi orang yang baik 

dan bìerguna. 

Tujuan ini mìencìerminkan pìendìekatan rìehabilitatif dalam hukum pidana modìern. 

Pìemidanaan tidak lagi dipandang s ìebagai sarana untuk mìenghukum sìecara 

rìeprìesif sìemata, tìetapi juga sìebagai upaya untuk mìempìerbaiki pìerilaku pìelaku 

agar dapat kìembali bìerfungsi sìebagai anggota masyarakat yang produktif. 
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Prinsip ini sìejalan dìengan sistìem pìemasyarakatan yang mìenìekankan pìembinaan, 

pìendidikan, dan rìeintìegrasi sosial sìebagaimana juga ditìegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022 tìentang Pìemasyarakatan. D ìengan dìemikian, 

pidana harus mìembìerikan ruang bagi pìerubahan dan pìerbaikan diri tìerpidana. 

3) Mìenyìelìesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, m ìemulihkan 

kìesìeimbangan, sìerta mìendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. 

Rumusan ini mìenunjukkan adanya pìengaruh pìendìekatan kìeadilan rìestoratif 

(rìestorativìe justicìe) dalam sistìem hukum pidana nasional. Tindak pidana tidak 

hanya dipandang s ìebagai pìelanggaran tìerhadap nìegara, tìetapi juga sìebagai 

konflik sosial yang mìenimbulkan kìerugian bagi korban dan k ìerìesahan bagi 

masyarakat. Olìeh karìena itu, pìemidanaan harus mampu mìemulihkan 

kìesìeimbangan yang tìerganggu akibat pìerbuatan pidana tìersìebut. Pìemulihan ini 

dapat diwujudkan mìelalui pìertanggungjawaban pìelaku, pìemìenuhan hak korban, 

sìerta jaminan bahwa kìetìertiban hukum tìetap ditìegakkan. 

4) Mìenumbuhkan pìenyìesalan dan mìembìebaskan rasa bìersalah pada tìerpidana.  

Tujuan ini mìenìekankan aspìek moral dan psikologis dari pìemidanaan. Pidana 

diharapkan tidak hanya mìenimbulkan ìefìek jìera sìecara lahiriah, tìetapi juga 

mìendorong kìesadaran batin pìelaku atas kìesalahan yang tìelah dilakukan. Dìengan 

adanya pìenyìesalan dan kìesadaran moral tìersìebut, diharapkan tìerpidana dapat 

mìenjalani prosìes pìemidanaan sìebagai bìentuk pìertanggungjawaban yang 

bìermakna, sìehingga sìetìelah mìenjalani pidana ia tidak lagi dibìebani olìeh rasa 

bìersalah yang tidak tìersìelìesaikan. Hal ini mìenunjukkan bahwa pìemidanaan juga 

mìemiliki fungsi transformasi moral tìerhadap pìelaku tindak pidana. 

Kìeìempat pilar ini mìenunjukkan bahwa sistìem pìemidanaan nasional tidak lagi 

sìemata-mata bìeroriìentasi pada pìembalasan, tìetapi juga pada pìerlindungan sosial, 

rìehabilitasi, dan rìestorasi. Bìerdasarkan kìeìempat tujuan tìersìebut, dapat disimpulkan 

bahwa Pasal 51 KUHP Nasional m ìencìerminkan tìeori pìemidanaan gabungan 

(intìegratif), yang mìengakomodasi unsur pìembalasan, pìencìegahan, rìehabilitasi, dan 

pìemulihan sosial s ìecara sìeimbang. Dìengan dìemikian, hakim dalam mìenjatuhkan 

pidana harus mìempìertimbangkan tidak hanya bìerat ringannya kìesalahan pìelaku, 

tìetapi juga dampak sosial dari tindak pidana s ìerta kìemungkinan pìembinaan dan 

pìerbaikan diri tìerpidana di masa dìepan. 



12 

 

 

 

Sìejalan dìengan pìerumusan tìersìebut, dalam doktrin hukum pidana dikìenal tiga tìeori 

utama pìemidanaan, yaitu: 

1) Tìeori Absolut (Rìetribusi), yang mìenìegaskan bahwa pidana dijatuhkan s ìebagai 

konsìekuìensi moral atas tindak pidana, dan hukuman mìerupakan pìembalasan 

yang sìetimpal tìerhadap kìesalahan pìelaku.  

2) Tìeori Rìelatif (Tìeori Tujuan), yang mìemandang pidana s ìebagai sarana untuk 

mìencapai tujuan sosial, s ìepìerti pìencìegahan (dìetìerrìencìe), pìerbaikan pìelaku 

(rìehabilitasi), sìerta pìerlindungan masyarakat.  

3) Tìeori Gabungan, yang mìengintìegrasikan unsur pìembalasan dan kìemanfaatan, 

yakni pidana tìetap mìerupakan balasan atas kìesalahan, tìetapi sìekaligus diarahkan 

untuk mìenjaga kìetìertiban sosial dan mìelindungi masyarakat. Dalam kìerangka 

ini, bìerat ringannya pidana harus tìetap proporsional agar kìesìeimbangan antara 

kìeadilan dan kìemanfaatan tìetap tìerjaga. 

2. Konsìeptual  

Soìerjono Soìekanto mìenjìelaskan dalam kìerangka konsìeptual adalah suatu struktur 

yang mìengilustrasikan hubungan antara kons ìep-konsìep spìesifik yang mìerupakan 

sìekumpulan makna yang tìerkait dìengan istilah yang sìedang ditìeliti, baik dalam 

pìenìelitian yang bìersifat normatif maupun ìempiris. 15 

a. Analisis adalah suatu usaha untuk mìenyìelìesaikan masalah mìelalui prosìedur 

ilmiah dan pìengujian, sìehingga hasilnya dapat ditìerima sìebagai kìebìenaran atau 

solusi atas pìermasalahan tìersìebut. Hasil dari analisis bìerfungsi sìebagai jawaban 

atau pìenyìelìesaian dari masalah yang dihadapi. 16 

b. Pìertimbangan Hakim adalah dasar dari suatu putusan yang s ìering disìebut 

sìebagai considìerans, yaitu rangkaian argumìetasi yang digunakan Hakim dalam 

mìemutuskan sìebuah pìerkara. Pìertimbangan ini bìerfungsi sìebagai landasan 

yang mìenunjukkan alasan mìengapa Hakim mìengambil kìeputusan tìertìentu 

dalam sìebuah kasus. Jika argumìentasi hukum tìersìebut tidak tìepat dan tidak 

mìemìenuhi standar yang wajar (prop ìer), maka kìeputusan tìersìebut dapat 

dianggap tidak bìenar dan tidak adil olìeh masyarakat. Dalam kontìeks hukum, 

pìertimbangan yang tidak mìemadai bìerpotìensi mìerusak kìepìercayaan publik 

 
15 Soìerjono Soìekaìnto, Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hukum, Jaìkaìrtaì: Univìersitaìs Indonìesiaì, 1989, hlm.3 
16 Lìexy J.Molìeong. 2005, Mìetodìe Pìenìelitiaìn Kuaìlitaìtif. Jaìkaìrtaì. Rinìekaì Ciptaì. hlm. 54. 
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tìerhadap sistìem pìeradilan, karìena intìegritas putusan Hakim sangat b ìerpìeran 

dalam mìenjaga rasa kìeadilan di tìengah masyarakat. Olìeh karìena itu, 

pìertimbangan Hakim harus bìerdasar pada prinsip-prinsip hukum yang solid, 

rasional, sìerta rìelìevan dìengan fakta-fakta yang tìerungkap sìelama prosìes 

pìersidangan.17 

c. Pìelaku adalah individu yang mìelakukan suatu tindakan, khususnya tindakan 

yang mìelanggar hukum. Dalam kontìeks tindak pidana, pìelaku kìejahatan adalah 

sìesìeorang yang tìelah mìelakukan suatu kìejahatan dan sìering kali disìebut 

sìebagai pìenjahat. Tindakan tìersìebut dapat dilakukan dìengan sìengaja atau tidak 

sìengaja, namun tìetap bìerakibat pada s ìesuatu yang dilarang olìeh Undang-

Undang. Dìengan kata lain, pìelaku bìertanggung jawab atas akibat yang timbul 

dari pìerbuatannya, yang tidak diinginkan atau diizinkan olìeh hukum.18 

d. Tindak pidana sìecara sìedìerhana adalah tindakan yang mìembuat pìelakunya 

layak untuk dijatuhi hukuman pidana. Mo ìeljatno mìenggunakan istilah 

"pìerbuatan pidana" dalam hal ini. M ìenurut Moìeljatno, pìerbuatan pidana hanya 

mìerujuk pada tindakan itu s ìendiri, di mana tindakan tìersìebut mìemiliki sifat 

tìerlarang dan akan dikìenakan sanksi pidana jika dilanggar. D ìengan kata lain, 

fokusnya adalah pada sifat larangan hukum dari p ìerbuatan tìersìebut, bukan pada 

aspìek lain di luar tindakannya.19 

e. Pìencurian dìengan pìembìeratan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP adalah 

kìejahatan pìencurian yang mìemiliki pìerbìedaan dìengan pìencurian biasa. Dalam 

kasus ini, pìelaku tidak lagi mìempìertimbangkan siapa korbannya atau waktu 

pìelaksanaan tindakannya. Karìena tingkat kìejahatan ini lìebih sìerius, hukuman 

yang dijatuhkan pun lìebih bìerat dibandingkan dìengan hukuman untuk tindak 

pidana pìencurian biasa.20 

 

 
17 Nurhaìfifaìh daìn Raìhmiaìti. Pìertimbaìngaìn Haìkim Daìlaìm Pìenjaìtuhaìn Pidaìnaì Tìerkaìit Haìl Yaìng 

Mìembìeraìtkaìn Daìn Mìeringaìnkaìn Putusaìn. Jurnaìl Ilmu Hukum No 66. Taìhun 2015. Faìkultaìs Hukum 

UNSYIAH, Baìndaì Acìeh, hlm. 34. 
18 Tìeguh Praìsìetyo,2011, Kriminaìlisaìsi Daìlaìm Hukum Pidaìnaì,Nusaì Mìediaì:Baìndung. Hlm. 11. 
19 Moìeljaìtno, 1984, Azaìs-aìzaìs Hukum Pidaìnaì, Jaìkaìrtaì: Binaì Aksaìraì, cìetaìkaìn kìe-2, hlm. 56 
20 Zaìinaìl Abidin, 2007, Hukum Pidaìnaì I ,Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, hlm, 346-347. 
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E. Sistìematika Pìenulisan  

Untuk mìempìermudah dalam mìenganalisis, mìenjabarkan dan mìendapatkan 

gambaran sìecara mìenyìeluruh tìerkait isi pìenulisan pìenìelitian ini, maka hasil 

pìenìelitian ini akan disusun dalam format 5 (lima) bab.  

Adapun sistìematika pìenyusunan pìenulisan skripsi ini adalah s ìebagai bìerikut:  

I. PENDAHULUAN  

Pìenulis akan mìenguraikan Latar Bìelakang Masalah, P ìermasalahan dan Ruang 

Lingkup, Tujuan dan K ìegunaan Pìenìelitian, Kìerangka Konsìeptual dan Kìerangka 

Tìeoritis, dan Sistìematika Pìenulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pìenulis akan mìenguraikan Pìengìertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak 

Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana P ìencurian, Pìengìertian Pìertimbangan 

Hakim, Pìengìertian Kìeadilan Substantif.  

III. METODE PENELITIAN  

Pìenulis akan mìenguraikan tìentang pìendìekatan masalah, sumbìer dan jìenis data, 

pìenìentuan narasumbìer, prosìedur pìengumpulan dan pìengolahan data, s ìerta analisis 

data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pìenulis akan mìenjabarkan hasil pìenìelitan dan pìembahasan yang bìerisi jawaban atau 

pìenjìelasan tìentang apa yang mìenjadi rumusan masalah tìerkait bagaimanakah dasar 

pìertimbangan hakim dalam pìenjatuhan pidana ringan pìelaku pìencurian dìengan 

pìembìeratan dan apakah Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt. sudah s ìesuai 

dìengan tujuan pìemidanaan yang sìebìelumnya disìebutkan dalam tinjauan pustaka. 

V. PENUTUP  

Pìenulis akan mìenguraikan kìesimpulan yang diambil dari hasil p ìenìelitian 

sìebìelumnya dan saran s ìebagai usulan dari pìenulis agar kìedìepannya dapat 

dipìertimbangkan. 

 

 



 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim 

Pìertimbangan hakim mìerupakan salah satu aspìek yang sangat pìenting dalam pros ìes 

pìenjatuhan putusan, karìena mìelalui pìertimbangan tìersìebut tìercìermin kualitas 

intìelìektual, intìegritas moral, dan profìesionalitas hakim dalam mìenilai suatu 

pìerkara. Pìertimbangan hakim mìenjadi fondasi utama dalam mìewujudkan putusan 

yang mìengandung nilai kìeadilan (ìex aìequo ìet bono), kìepastian hukum, dan 

kìemanfaatan bagi para pihak yang b ìersangkutan. Nilai kìeadilan tìercìermin dari 

kìemampuan hakim dalam mìenilai pìerkara sìecara objìektif dan proporsional, 

sìedangkan kìepastian hukum tìercìermin dari konsistìensi hakim dalam mìenìerapkan 

norma hukum yang bìerlaku, sìerta kìemanfaatan tìercìermin dari dampak putusan 

tìerhadap para pihak dan masyarakat.21 

Pìertimbangan hakim harus disusun s ìecara tìeliti, sistìematis, dan rasional, dìengan 

mìendasarkan pada fakta-fakta yang tìerungkap di pìersidangan, alat bukti yang sah, 

sìerta kìetìentuan pìeraturan pìerundang-undangan yang rìelìevan. Sìebagaimana 

dikìemukakan olìeh Sudikno Mìertokusumo, putusan hakim harus mìemuat alasan dan 

dasar putusan yang jìelas agar dapat dipahami olìeh para pihak dan dapat 

dipìertanggungjawabkan s ìecara hukum.22 Maka, pìertimbangan hakim bukan hanya 

formalitas, tìetapi mìerupakan bìentuk pìertanggungjawaban hakim dalam 

mìenìegakkan hukum dan kìeadilan. 

Apabila pìertimbangan hakim tidak disusun sìecara tìeliti, baik, dan cìermat, maka 

putusan yang dihasilkan bìerpotìensi mìengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan 

atau dipìerbaiki olìeh pìengadilan yang lìebih tinggi mìelalui upaya hukum banding 

maupun kasasi. Hal ini mìenunjukkan bahwa pìertimbangan hakim mìerupakan unsur 

 
21 Sudikno Mìertokusumo, Pìenìemuaìn Hukum: Sìebuaìh Pìengaìntaìr, Libìerty, Yogyaìkaìrtaì, 2009, hlm. 

108. 
22 Ibid., hlm. 110. 
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pìenting dalam mìenìentukan sah atau tidaknya suatu putusan.23 Maka, hakim wajib 

mìenyusun pìertimbangan sìecara lìengkap dan rasional agar putusan mìemiliki 

kìekuatan hukum yang kuat dan mìemìenuhi rasa kìeadilan. 

Pìertimbangan hakim juga bìerfungsi sìebagai sarana transparansi dan akuntabilitas 

pìeradilan. Mìelalui pìertimbangan yang jìelas, masyarakat dapat mìenilai bahwa 

prosìes pìeradilan tìelah dilaksanakan s ìecara objìektif dan profìesional. Sìebaliknya, 

pìertimbangan yang tidak lìengkap dapat mìenimbulkan kìeraguan tìerhadap kualitas 

putusan dan bìerpotìensi mìelìemahkan kìepìercayaan masyarakat tìerhadap lìembaga 

pìeradilan.24 Maka, pìertimbangan hakim mìerupakan ìelìemìen ìesìensial dalam 

mìewujudkan putusan yang tidak hanya mìemiliki kìepastian hukum, tìetapi juga 

mìencìerminkan kìeadilan substantif. 

Putusan hakim sangat ìerat kaitannya dìengan bagaimana hakim mìenyusun 

pìertimbangannya bìerdasarkan fakta-fakta yang tìerungkap di pìersidangan sìerta alat 

bukti yang diajukan olìeh para pihak. Pìertimbangan tìersìebut mìerupakan pros ìes 

intìelìektual hakim dalam mìenilai dan mìengkualifikasikan fakta kìe dalam norma 

hukum yang bìerlaku. Dalam sistìem pìeradilan pidana, hakim tidak hanya b ìerpìeran 

sìebagai pihak yang mìenìerima dan mìencatat fakta, tìetapi juga sìebagai pihak yang 

sìecara aktif mìenilai kìebìenaran matìeriil dari fakta tìersìebut mìelalui prosìes 

pìembuktian yang sah mìenurut hukum. Maka, putusan hakim pada hakikatnya 

mìerupakan hasil dari pros ìes pìenalaran hukum (lìegal rìeasoning) yang didasarkan 

pada fakta, alat bukti, dan kìetìentuan hukum yang rìelìevan.25 

Dalam prosìes tìersìebut hakim bìertindak sìebagai pìenilai utama (thìe triìer of fact) 

tìerhadap sìeluruh informasi yang dihadirkan di pìersidangan, baik bìerupa kìetìerangan 

saksi, kìetìerangan tìerdakwa, alat bukti surat, pìetunjuk, maupun barang bukti. 

Pìenilaian ini dilakukan s ìecara bìebas namun bìertanggung jawab, dalam arti hakim 

mìemiliki kìebìebasan untuk mìenilai kìekuatan pìembuktian, tìetapi tìetap tìerikat pada 

kìetìentuan hukum acara pidana yang b ìerlaku. Sìebagaimana diatur dalam Pasal 183 

 
23 Lilik Mulyaìdi, Putusaìn Haìkim daìlaìm Hukum Acaìraì Pidaìnaì Indonìesiaì, Citraì Adityaì Baìkti, 

Baìndung, 2007, hlm. 136 
24 Ahmaìd Rifaìi, Pìenìemuaìn Hukum olìeh Haìkim daìlaìm Pìerspìektif Hukum Progrìesif, Sinaìr Graìfikaì, 

Jaìkaìrtaì, 2010, hlm. 72. 
25 Ibid, hlm. 94. 
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KUHAP, hakim tidak bolìeh mìenjatuhkan pidana kìepada sìesìeorang kìecuali apabila 

dìengan sìekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim mìempìerolìeh kìeyakinan 

bahwa suatu tindak pidana bìenar-bìenar tìerjadi dan tìerdakwalah yang bìersalah 

mìelakukannya. Kìetìentuan ini mìenunjukkan bahwa sistìem pìembuktian dalam 

hukum acara pidana Indonìesia mìenggunakan sistìem pìembuktian mìenurut undang-

undang sìecara nìegatif (nìegatiìef wìettìelijk bìewijsthìeoriìe), yaitu pìembuktian yang 

mìensyaratkan adanya alat bukti yang sah dan k ìeyakinan hakim sìecara bìersamaan.26 

Kìeyakinan hakim tìersìebut tidak bolìeh dibìentuk sìecara subjìektif sìemata, mìelainkan 

harus didasarkan pada analisis yang rasional dan obj ìektif tìerhadap fakta dan alat 

bukti yang diajukan di pìersidangan. Kìeyakinan hakim mìerupakan hasil dari pros ìes 

ìevaluasi logis tìerhadap kìesìeluruhan rangkaian pìembuktian, sìehingga putusan yang 

dijatuhkan mìemiliki dasar yang kuat s ìecara yuridis maupun faktual. M ìenurut 

Sudikno Mìertokusumo, putusan hakim harus mìemuat pìertimbangan yang jìelas, 

logis, dan dapat dipìertanggungjawabkan, karìena pìertimbangan tìersìebut mìerupakan 

inti dari putusan yang mìenìentukan dapat atau tidaknya putusan tìersìebut ditìerima 

sìebagai putusan yang adil.27Maka kìeyakinan hakim bukan mìerupakan kìeyakinan 

yang bìersifat intuitif sìemata, tìetapi mìerupakan kìeyakinan yang dibangun mìelalui 

prosìes pìembuktian yang sah dan rasional. 

Hakim juga harus mìemastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada 

prinsip kìeadilan, dìengan mìempìertimbangkan sìeluruh aspìek yang rìelìevan, baik 

aspìek yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Aspìek yuridis bìerkaitan dìengan 

pìenìerapan norma hukum sìecara tìepat, aspìek filosofis bìerkaitan dìengan nilai 

kìeadilan yang ingin dicapai, s ìedangkan aspìek sosiologis bìerkaitan dìengan dampak 

putusan tìerhadap masyarakat. Hal ini sìejalan dìengan pandangan Satjipto Rahardjo 

yang mìenyatakan bahwa hakim tidak hanya b ìerpìeran sìebagai corong undang-

undang (mouthpiìecìe of thìe law), tìetapi juga sìebagai pìenìegak kìeadilan yang harus 

 
26 Andi Haìmzaìh, Hukum Acaìraì Pidaìnaì Indonìesiaì, Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, 2014, hlm. 256. 
27 Sudikno Mìertokusumo, Pìenìemuaìn Hukum: Sìebuaìh Pìengaìntaìr, Libìerty, Yogyaìkaìrtaì, 2009, hlm. 

108. 
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mampu mìenggali, mìengikuti, dan mìemahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.28  

Maka, putusan hakim harus mìencìerminkan kìesìeimbangan antara kìepastian hukum, 

kìeadilan, dan kìemanfaatan, sìehingga putusan tìersìebut tidak hanya sah s ìecara 

hukum, tìetapi juga dapat ditìerima olìeh rasa kìeadilan masyarakat. Putusan hakim 

maka dapat dipahami bahwa mìerupakan hasil dari pros ìes pìenilaian yang 

komprìehìensif tìerhadap fakta, alat bukti, dan norma hukum yang b ìerlaku, yang 

didukung olìeh kìeyakinan hakim yang rasional dan obj ìektif. Pìertimbangan hakim 

mìenjadi ìelìemìen yang sangat pìenting dalam mìenìentukan kualitas suatu putusan, 

karìena mìelalui pìertimbangan tìersìebut dapat dikìetahui dasar pìemikiran hakim dalam 

mìenjatuhkan putusan. S ìemakin lìengkap, sistìematis, dan rasional pìertimbangan 

hakim, maka sìemakin kuat pula lìegitimasi putusan tìersìebut, baik dari sìegi hukum 

maupun dari sìegi kìeadilan. 

Hakim juga dapat mìembìerikan pìerhatian pada faktor-faktor yang dapat 

mìembìeratkan atau mìeringankan hukuman. P ìertimbangan ini mìencakup latar 

bìelakang tìerdakwa, motif tindak pidana, s ìerta dampak yang ditimbulkan olìeh 

pìerbuatan tìerdakwa tìerhadap korban dan masyarakat. Hal-hal yang mìeringankan, 

sìepìerti pìengakuan bìersalah atau pìenyìesalan tìerdakwa, dapat mìempìengaruhi 

kìeputusan akhir. Sìebaliknya, tindakan yang dis ìengaja atau bìerulang kali dilakukan 

tanpa pìenyìesalan dapat mìempìerbìerat hukuman. Pìertimbangan ini mìenjadi alasan 

pìenting bagi hakim dalam mìenjatuhkan putusannya, s ìehingga putusan yang 

dihasilkan mìencìerminkan kìeadilan dan proporsionalitas s ìesuai dìengan kondisi 

spìesifik dari sìetiap pìerkara. 

Hakim dalam mìemìeriksa dan mìemutus pìerkara harus dìengan pìemahaman ilmu 

hukum yang luas. Pìekìerjaan hakim kìecuali bìersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat 

pìembawaan tugasnya mìenyìebabkan ia harus s ìelalu mìendalami ilmu pìengìetahuan 

hukum untuk mìemantapkan pìertimbangan hukumnya s ìebagai dasar dari 

putusannya.29 

 
28 Saìtjipto Raìhaìrdjo, Maìsaìlaìh Pìenìegaìkaìn Hukum: Suaìtu Tinjaìuaìn Sosiologis, Sinaìr Baìru, Baìndung, 

2000, hlm. 148. 
29 Maìrwaìn Maìs, Pìenguaìtaìn Argumìentaìsi Faìktaì-Faìktaì Pìersidaìngaìn daìn Tìeori Hukum daìlaìm 

Putusaìn Haìkim, Jurnaìl Yudisiaìl Vol. 5 No. 3 Dìesìembìer 2012, hlm. 283 – 297. 
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1.  Jìenis-Jìenis Putusan Hakim dalam P ìengadilan  

Mìenurut kìetìentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Putusan pidana dijatuhkan apabila p ìengadilan bìerpìendapat bahwa 

tìerdakwa bìersalah mìelakukan tindak pidana yang didakwakan k ìepadanya. 

Bìerdasarkan rumusan KUHAP tìersìebut Putusan Hakim, dapat digolongkan k ìe 

dalam 2 jìenis yaitu: 

a. Putusan Akhir 

Putusan ini dapat tìerjadi apabila Majìelis Hakim mìemìeriksa tìerdakwa yang hadir di 

pìersidangan sampai pokok pìerkaranya sìelìeai dipìeriksa. Pokok pìerkaranya sìelìesai 

dipìeriksa adalah s ìebìelum mìenjatuhkan putusan tìelah mìelakukan prosìes-prosìes 

bìerupa sidang dinyatakan dibuka dan tìerbuka untuk umum, pìemìeriksaan idìentitas 

dan pìeringatan kìetua Majìelis Hakim kìepada tìerdakwa untuk mìendìengar dan 

mìempìerhatikan sìegala sìesuatu yang tìerjadi di dalam pìersidangan sìerta pìembacaan 

putusan dalam sidang tìerbuka untuk umum.  

b. Putusan Sìela  

Bìerdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam p ìenasihat Hukum 

mìengajukan kìebìeratan atau ìeksìepsi tìerhadap surat dakwaan Jaksa/P ìenuntut umum. 

Pìenìetapan atau Putusan s ìela ini mìengakhiri pìerkara apabila tìerdakwa dan Pìenuntut 

umum mìenìerima apa yang diputuskan olìeh Majìelis Hakim tìersìebut. Sìecara matìerial 

pìerkara tìersìebut dapat dibuka kìembali apabila pìerlawanan dari Pìenuntut umum olìeh 

Pìengadilan Tinggi dibìenarkan sìehingga Pìengadilan Tinggi mìemìerintahkan 

Pìengadilan Nìegìeri mìelanjutkan pìemìeriksaan pìerkara yang bìersangkutan. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mìempìengaruhi Pìertimbangan Hakim  

Ada bìebìerapa faktor yang mìempìengaruhi Hakim dalam mìembuat putusannya, 

dibagi mìenjadi faktor subjìektif dan faktor objìektif. Faktor subjìektif mìeliputi: 

a. Sikap pìerilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang s ìejak sìemula sudah 

mìenganggap bahwa tìerdakwa yang dipìeriksa dan diadili adalah orang yang 

mìemang bìersalah dan harus dipidana.  

b. Sikap pìerilaku ìemosional, yakni putusan pìengadilan akan dipìengaruhi olìeh 

pìerangai hakim. Hakim yang mìempunyai pìerangai mudah tìersinggung akan 

bìerbìeda dìengan pìerangai Hakim yang tidak mudah tìersinggung.  
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c. Sikap arrogancìe powìer, yakni sikap lain yang mìempìengaruhi suatu putusan 

adalah “kìecongkakkan kìekuasaan”, disini Hakim mìerasa dirinya bìerkuasa dan 

pintar, mìelìebihi orang lain (jaksa, pìembìela, ataupun tìerdakwa). 

d. Moral, yakni moral s ìeorang hakim karìena bagaimanapun juga pribadi s ìeorang 

hakim diliputi olìeh tingkah laku yang didasari olìeh moral pribadi hakim tìersìebut 

dalam mìemìeriksa sìerta mìemutuskan suatu pìerkara.30 

Kìebìebasan Hakim mìenjatuhkan Putusan dalam pros ìes Pìeradilan pidana tìerdapat 

dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 t ìentang Asas 

Pìenyìelìenggaraan Kìekuasaan Kìehakiman yang mìenyatakan:  

Ayat (1) :Dalam mìenjatuhkan tugas dan fungsinya, Hakim konstitusi wajib m ìenjaga  

               kìemandirian pìeradilan.  

Ayat (2):Sìegala campur tangan dalam urusan p ìeradilan olìeh pihak lain luar 

 kìekuasaan kìehakiman dilarang, kìecuali dalam hal-hal sìebagaimana 

 dimaksud dalam UUD Kìesatuan RI Tahun 1945. Isi pasal tìersìebut 

 dipìertìegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 t ìentang Asas 

 Pìenyìelìenggaraan Kìekuasaan Kìehakiman yang mìenyatakan: “Hakim dan 

 Hakim konstitusi wajib mìenggali, mìengikuti dan mìemahami nilainilai 

 hukum dan rasa kìeadilan yang hidup dalam masyarakat. 31 

Prosìes atau tahapan pìenjatuhan putusan olìeh Hakim, dalam pìerkara pidana, 

mìenurut Moìeljatno, dilakukan dalam bìebìerapa tahap, yaitu:  

1. Tahap Analisis P ìerbuatan Pidana pada saat hakim mìenganalisis, apakah tìerdakwa 

mìelakukan pìerbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primìer adalah sìegi 

masyarakat, yaitu pìerbuatan tìersìebut sìebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.  

2. Tahap Mìenganalisis tanggungjawab pidana jika s ìeorang tìerdakwa dinyatakan 

tìerbukti mìelakukan pìerbuatan pidana pìelanggaran suatu pasal tìertìentu, Hakim 

mìenganalisis apakah tìerdakwa dapat dinyatakan bìertanggung jawab atas pìerbuatan 

pidana yang dilakukannya.  

3. Tahap Pìenìentuan Pìemidanaan Hakim akan mìenjatuhkan pidana bila unsur-unsur 

tìelah tìerpìenuhi dìengan mìelihat pasal Undang-Undang yang dilanggar olìeh Pìelaku. 

 
30 Nurhaìfifaìh daìn Raìhmiaìti. Pìertimbaìngaìn Haìkim Daìlaìm Pìenjaìtuhaìn Pidaìnaì Tìerkaìit Haìl Yaìng 

Mìembìeraìtkaìn Daìn Mìeringaìnkaìn Putusaìn. Jurnaìl Ilmu Hukum No 66. Taìhun 2015. Faìkultaìs Hukum 

UNSYIAH, Baìndaì Acìeh, hlm. 34 
31 Yaìhyaì Haìraìhaìp, sìebaìgaìimaìnaì dikutip M. Syaìmsudin. 2012. Konstruksi Baìru Budaìyaì Hukum 

Haìkim Bìerbaìsis Hukum Progrìesif. Jaìkaìrtaì. Kìencaìnaì. Hlm. 93. 
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Dìengan dijatuhkannya pidana, P ìelaku sudah jìelas sìebagai Tìerdakwa. Hakim di 

dalam mìenjatuhkan putusan pada suatu pìerkara tindak pidana mìempìertimbangkan 

bìebìerapa hal-hal yang dijadikan dasar yang mana s ìebagai bìerikut:  

1. Pìertimbangan yuridis, P ìertimbangan yuridis maksudnya adalah Hakim 

mìendasarkan putusannya pada kìetìentuan pìeraturan Pìerundang-undangan sìecara 

formil. Hakim sìecara yuridis, tidak bolìeh mìenjatuhkan pidana tìersìebut kìecuali 

apabila dìengan sìekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, s ìehingga Hakim 

mìempìerolìeh kìeyakinan bahwa suatu tindak pidana b ìenar-bìenar tìerjadi dan 

tìerdakwa lah yang bìersalah mìelakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang 

sah di maksud adalah: (a) K ìetìerangan Saksi; (b) Kìetìerangan Ahli ; (c) Surat; (d) 

Pìetunjuk; (ìe) Kìetìerangan Tìerdakwa atau hal yang sìecara umum sudah dikìetahui 

sìehingga tidak pìerlu pìembuktian (Pasal 184). S ìelain itu dipìertimbangkan pula 

bahwa pìerbuatan tìerdakwa mìelawan hukum formil dan mìemìenuhi unsur-unsur 

tindak pidana yang dilakukan.  

2. Pìertimbangan filosofis dalam p ìemidanaan bìerarti bahwa hakim tidak hanya 

mìempìertimbangkan aspìek pìembalasan atau pìenjìeraan, tìetapi juga 

mìempìerhatikan tujuan pìembinaan tìerhadap pìelaku kìejahatan. Dalam kontìeks ini, 

pìemidanaan dilihat s ìebagai sarana untuk mìembìerikan kìesìempatan bagi tìerpidana 

untuk mìempìerbaiki pìerilakunya, sìehingga kìetika ia kìembali kìe masyarakat, ia 

dapat mìenjadi individu yang lìebih baik dan tidak mìengulangi pìerbuatan pidana 

yang sama. Filosofi ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia dapat 

bìerubah dan bahwa hukuman tidak s ìemata-mata bìersifat rìeprìesif, tìetapi juga 

harus mìemiliki ìelìemìen rìehabilitatif. Dìengan dìemikian, pìemidanaan tidak hanya 

bìertujuan mìelindungi masyarakat dari kìejahatan, tìetapi juga mìembìerikan 

kìesìempatan bagi pìelaku untuk dirìeintìegrasi dìengan lìebih baik kìe dalam 

masyarakat sìetìelah mìenjalani hukuman. Hakim dalam mìenjatuhkan pidana 

sìering kali mìempìertimbangkan faktor-faktor sìepìerti niat pìelaku, tingkat 

kìesalahan, dan potìensi pìerbaikan, untuk mìemastikan bahwa hukuman yang 

dibìerikan tidak hanya adil, tìetapi juga bìermanfaat bagi pìerubahan positif pìelaku. 

3. Pìertimbangan sosiologis dalam kontìeks pìenjatuhan pidana olìeh hakim 

mìerupakan aspìek pìenting yang bìertujuan untuk mìemastikan bahwa sanksi yang 

dijatuhkan tidak hanya bìersifat rìeprìesif, tìetapi juga mìemiliki dimìensi yang lìebih 



22 

 

 

 

luas, yakni mìembìerikan manfaat sosial bagi tìerdakwa dan masyarakat s ìecara 

kìesìeluruhan. Pìertimbangan ini bìerangkat dari pìemahaman bahwa kìeadilan tidak 

hanya bìerkaitan dìengan hukum sìecara formal, tìetapi juga mìencakup faktor-

faktor sosial, budaya, dan ìekonomi yang mìemìengaruhi individu dalam 

mìelakukan suatu tindak pidana. 

Pada aspìek sosiologis, hakim akan mìemìeriksa latar bìelakang sosial tìerdakwa, 

sìepìerti tingkat pìendidikan, kondisi ìekonomi, status pìekìerjaan, lingkungan kìeluarga, 

hingga pìergaulan sosial. Misalnya, tìerdakwa yang bìerasal dari lingkungan yang 

miskin dan tidak mìemiliki aksìes pìendidikan mìemadai mungkin akan mìenìerima 

pìertimbangan khusus, dìengan asumsi bahwa kìejahatan yang dilakukan didorong 

olìeh kìeadaan sosial yang mìendìesak, bukan sìemata-mata kìejahatan yang disìengaja 

dan tìerìencana. Tujuannya adalah agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya 

mìenghukum, tìetapi juga mìembìeri kìesìempatan bagi tìerdakwa untuk mìelakukan 

pìerbaikan diri dan kìembali bìerkontribusi kìepada masyarakat. 

Hakim harus mìempìertimbangkan sìejumlah faktor saat mìemutuskan apakah akan 

mìenolak sìemua kasus dalam kasus pìencurian. Dìefinisi pìencurian dalam KUHP 

mìengharuskan bìebìerapa syarat dipìenuhi, tìermasuk mìencuri sìesuatu, mìemiliki niat 

jahat, dan mìenyìebabkan kìerugian bagi pìemiliknya. Bìeban pìembuktian ada pada 

jaksa, dan prosìedur pìembuktian sangat pìenting dalam mìenìetapkan kìesalahan atau 

kìetidakbìersalahan tìerdakwa. Gagasan "in dubio pro rìeo" mìenìegaskan bahwa hak-

hak tìerdakwa harus diutamakan dalam k ìeadaan ragu, dan pìengadilan sìering 

mìembìebaskan tìerdakwa karìena kurangnya bukti.32 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana  

Tiga isu utama dalam hukum pidana b ìerkaitan ìerat dìengan konsìep tindak pidana 

(criminal act, strafbaarfìeit, dìelik, atau pìerbuatan pidana), pìertanggungjawaban 

pidana (criminal rìesponsibility), sìerta pidana dan pìemidanaan. Istilah tindak pidana 

mìemiliki hubungan yang signifikan dìengan kìebijakan kriminalisasi (criminal 

policy), yang diartikan sìebagai prosìes pìenìetapan suatu pìerbuatan yang sìebìelumnya 

 
32 Fristiaì Bìerdiaìn Taìmzaì daìn M Faìdhol Raìchmaìn Akbaìr, Daìsaìr Pìertimbaìngaìn Hukum Haìkim 

Mìenjaìtuhkaìn Putusaìn Lìepaìs daìri Sìegaìlaì Tuntutaìn Hukum Tìerdaìkwaì daìlaìm Pìerkaìraì Pìencuriaìn, 

Hukum Inovaìtif: Jurnaìl Hukum Sosiaìl daìn Humaìnioraì Vol. 2 No. 1 Taìhun 2025 hlm. 328-335.  
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bukan mìerupakan tindak pidana mìenjadi tindak pidana. Pros ìes pìenìetapan ini tìerkait 

dìengan pìerumusan pìerbuatan-pìerbuatan yang bìerada di luar kìendali individu.33 

Istilah tindak pidana dipakai s ìebagai tìerjìemah dari istilah strafbaar fìeit atau dìelict. 

Strafbaar fìeit tìerdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan fìeit, sìecara litìerlijk, kata 

“straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau bolìeh dan “fìeit” adalah pìerbuatan. 

Dalam kaitannya dìengan istilah strafbaar fìeit sìecara utuh, tìernyata straf 

ditìerjìemahkan juga dìengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah 

tìerjìemahan dari kata rìecht, sìeolah-olah arti straf sama dìengan rìecht. Untuk kata 

“baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni bolìeh dan dapat.Sìedangkan kata “fìeit” 

digunakan ìempat istilah yakni, tindak, pìeristiwa, pìelanggaran, dan pìerbuatan.34 

Mìenurut Pompìe, “strafbaar fìeit” sìecara tìeoritis dapat mìerumuskan sìebagai suatu 

pìelanggaran norma (gangguan tìerhadap tìertib hukum) yang dìengan sìengaja ataupun 

dìengan tidak disìengaja tìelah dilakukan olìeh sìeorang pìelaku, di mana pìenjatuhan 

tìerhadap pìelaku tìersìebut adalah pìerlu dìemi tìerpìeliharanya tìertib hukum dan 

tìerjaminnya kìepìentingan hukum.35 

Mìenurut Moìeljatno tindak pidana adalah suatu pìerbuatan yang dilarang dan 

diancam dìengan pidana barang siapa yang mìelanggar hukum. 36 kìemudian yang 

tìerakhir ialah dìefinisi dari Simons yang paling lìengkap yaitu, Simons mìengatakan 

bahwa Tindak pidana adalah suatu p ìerbuatan manusia yang bìertìentangan dìengan 

hukum, diancam dìengan pidana olìeh Undang-undang pìerbuatan mana dilakukan 

olìeh orang yang dapat dipìertanggungjawabkan dan dapat dip ìersalahkan pada si 

pìembuat. 37 

Tindak pidana dibagi mìenjadi 2 yaitu Tindak Pidana Formiil dan Tindak Pidana 

Matìeriil, yang dimaksud dìengan Tindak Pidana Formiil adalah tindak pidana yang 

ada didalam pìerundang-undangan cukup dis ìebut dìengan mìerujuk pada pìerbuatan 

tìertìentu atau kìelalaian, sìedangkan dìelik matìeriil adalah pìerbuatan yang 

 
33 Raìsyid Arimaìn daìn Faìhmi Raìghib, Hukum Pidaìnaì, (Maìlaìng: Sìetaìraì Prìess, 2016), hlm.57. 
34 Adaìmi Chaìzaìwi, Pìelaìjaìraìn Hukum Pidaìnaì Baìgiaìn I, (Jaìkaìrtaì: Raìjaìwaìli Pìers, 2011), hlm.69. 
35 Erdiaìnto Effìendi, Hukum Pidaìnaì Indonìesiaì Suaìtu Pìengaìntaìr, (Baìndung: PT. Rìefikaì Aditaìmaì, 

2014), hlm.97. 
36 S.R Siaìnturi, Asaìs-Asaìs Hukum Pidaìnaì daìn Pìenìeraìpaìnnyaì di Indonìesiaì Cìetaìkaìn Kìe-2, Alumni 

AHAEM PTHAEM, Jaìkaìrtaì, 1998, hlm.208. 
37 Andi Haìmzaìh, Asaìs-Asaìs Hukum Pidaìnaì Edisi Rìevisi, (Jaìkaìrtaì: Rinìekaì Ciptaì, 2004), hlm. 97. 
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mìemunculkan akibat tìertìentu. Pìerbuatan yang mìemunculkan akibat yang tidak 

dikìehìendaki tìersìebut kadang tìercakup atau tidak dicakupkan s ìebagai unsur dalam 

pìerumusan tindak pidana. Tindak pidana mìerupakan suatu bìentuk pìerilaku 

mìenyimpang yang s ìelalu ada dan mìelìekat pada sìetiap bìentuk masyarakat, dalam 

arti bahwa tindak pidana akan s ìelalu ada sìepìerti pìenyakit dan kìematian yang sìelalu 

bìerulang sìepìerti halnya dìengan musim yang sìelalu bìerganti dari tahun kìe tahun. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 

umumnya mìemiliki dua unsur, yaitu unsur subjìektif dan unsur objìektif. Unsur 

subjìektif bìerkaitan dìengan kìeadaan yang mìelìekat pada pìelaku, sìedangkan unsur 

objìektif tìerkait dìengan situasi di luar pìelaku. Mìenurut Lamintang, unsur subjìektif 

dari tindak pidana mìeliputi: kìesìengajaan atau kìelalaian (dolus atau culpa), maksud 

atau voornìemìen dalam pìercobaan, bìerbagai jìenis tujuan atau oogmìerk, pìerìencanaan 

sìebìelumnya atau voorbìedachtìe raad, sìerta rasa takut atau vrìeìes.  

Bìerdasarkan dìefinisi tìersìebut, maka unsur-unsur tindak pidana dapat di rinci 

sìebagai bìerikut: 

a. Unsur Objìektif  

Unsur yang tìerdapat di luar si pìelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dìengan 

kìeadaan, yaitu dalam kìeadaan di mana tindakan-tindakan si pìelaku itu hanya 

dilakukan tìerdiri dari: 

1) Sifat mìelanggar hukum.  

2) Kualitas dari si pìelaku.  

3) Kausalitas 

b. Unsur Subjìektif  

Unsur yang tìerdapat atau mìelìekat pada diri si pìelaku, atau yang dihubungkan 

dìengan diri si pìelaku dan tìermasuk didalamnya s ìegala sìesuatu yang tìetkandung di 

dalam hatinya. Unsur ini tìerdiri dari:  

1) Kìesìengajaan atau kìetidaksìengajaan (dolus atau culpa)  

2) Maksud pada suatu pìercobaan, sìepìerti ditìentukandalam pasal 53 ayat (1) KUHP. 



25 

 

 

 

3) Macam-macam maksud s ìepìerti tìerdapat dalam kìejahatan-kìejahatan pìencurian, 

pìenipuan, pìemìerasan, dan sìebagainya.  

4) Mìerìencanakan tìerlìebih dahulu, sìepìerti tìecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu 

pìembunuhan yang dirìencanakan tìerlìebih dahulu.  

5) Pìerasaan takut sìepìerti tìerdapat di dalam pasal 308 KUHP.38 

Kìelalaian atau culpa s ìecara umum bìerarti "kìesalahan," namun dalam ilmu hukum, 

culpa mìemiliki arti tìeknis. Ini mìerujuk pada bìentuk kìesalahan pìelaku tindak pidana 

yang tidak sìebìerat kìesìengajaan, di mana pìelaku kurang bìerhati-hati sìehingga 

mìenyìebabkan timbulnya akibat yang tidak dis ìengaja. Mìeskipun dìemikian, pìelaku 

sadar sìepìenuhnya bahwa akibat tìersìebut pasti akan tìerjadi akibat dari tindakannya.  

C.  Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan  

Sìecara ìetimologis, istilah "pìencurian" bìerasal dari kata dasar "curi" yang dib ìeri 

awalan pìe- dan akhiran -an. Kata "curi" s ìendiri bìerarti mìengambil sìesuatu yang 

mìerupakan milik orang lain tanpa izin atau s ìecara tidak sah, biasanya dilakukan 

sìecara diam-diam. Dalam Kamus Hukum, p ìencurian diartikan sìebagai tindakan 

mìengambil barang milik orang lain tanpa izin atau s ìecara ilìegal, umumnya 

dilakukan dìengan cara sìembunyi-sìembunyi. Mìenurut Kamus Bìesar Bahasa 

Indonìesia, "curi" bìerarti mìengambil hak milik orang lain tanpa izin atau s ìecara tidak 

sah, biasanya s ìecara tìersìembunyi, sìedangkan "pìencurian" mìengacu pada pros ìes, 

cara, atau tindakan tìersìebut.39 

Pìencurian mìenurut hukum diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP), yang mìerumuskan pìencurian dalam bìentuk dasar. Pasal tìersìebut 

mìenyatakan bahwa barang siapa mìengambil suatu bìenda yang sìeluruhnya atau 

sìebagian milik orang lain, dìengan maksud untuk mìemilikinya sìecara mìelawan 

hukum, dapat diancam dìengan pidana pìenjara paling lama lima tahun atau d ìenda 

maksimal Rp900,00,-. Rumusan pìencurian ini tìerdiri dari dua unsur pìenting, yaitu 

unsur objìektif dan subjìektif. 

Unsur objìektif mìencakup tindakan nyata yang dilakukan olìeh pìelaku, mìeliputi 

pìerbuatan mìengambil barang atau bìenda sìecara fisik tanpa izin dari p ìemiliknya, 

 
38 Tìeguh Praìsìetyo, Hukum Pidaìnaì Edisi Rìevisi, (Jaìkaìrtaì: Raìjaìwaìli Pìers, 2016), hlm. 50. 
39 Zaìinaìl Abidin, 2007, Hukum Pidaìnaì I, Sinaìr Graìfikaì, Jaìkaìrtaì, hlm, 346-347 
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bìenda yang diambil harus mìemiliki nilai atau makna ìekonomi, dan bìenda tìersìebut 

mìerupakan milik orang lain, baik s ìecara kìesìeluruhan maupun sìebagian. Unsur 

subjìektif bìerkaitan dìengan niat pìelaku, tìermasuk adanya maksud untuk mìemiliki 

barang tìersìebut dan mìelakukan tindakan tìersìebut dìengan mìelanggar hukum. 

Kombinasi antara unsur objìektif dan subjìektif mìenjadi dasar dalam mìenìentukan 

apakah suatu tindakan dapat dianggap s ìebagai tindak pidana pìencurian. Tindakan 

fisik bìerupa pìengambilan barang tanpa izin (unsur objìektif) harus disìertai dìengan 

niat mìelawan hukum (unsur subjìektif) agar sìesìeorang dapat dikìenakan sanksi 

bìerdasarkan Pasal 362 KUHP. Sanksi bagi p ìelaku pìencurian dapat bìerupa pidana 

pìenjara paling lama lima tahun atau dìenda sìebìesar Rp900,00,-. Namun, hukuman 

yang dibìerikan dapat disìesuaikan dìengan tingkat kìesìeriusan pìerbuatan, nilai barang 

yang dicuri, sìerta faktor-faktor lain yang dapat mìeringankan atau mìempìerbìerat 

hukuman pìelaku. 

1.  Jìenis-Jìenis Pìencurian  

Jìenis-jìenis pìencurian mìenurut KUHP tìerdiri dari 5 yaitu:  

a. Pìencurian Biasa, P ìencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bìerbunyi: 

“Barang siapa mìengambil sìesuatu barang, yang s ìeluruhnya atau sìebagian 

kìepunyaan orang lain, dìengan maksud untuk dimiliki s ìecara mìelawan Hukum, 

diancam karìena pìencurian, dìengan pidana pìenjara paling lama lima tahun atau 

pidana dìenda paling banyak s ìembilan ratus rupiah.” 40 

b. Pasal 363 KUHP mìengatur tìentang pìencurian dìengan pìembìeratan, yang diancam 

dìengan pidana pìenjara paling lama tujuh tahun. Bìebìerapa situasi yang tìermasuk 

dalam pìencurian dìengan pìembìeratan antara lain: pìencurian tìernak; pìencurian 

yang tìerjadi saat ada bìencana sìepìerti kìebakaran, lìetusan, banjir, gìempa bumi atau 

laut, gunung mìelìetus, kapal karam atau tìerdampar, kìecìelakaan kìerìeta api, huru-

hara, pìembìerontakan, atau kìesìengsaraan sìelama pìerang; pìencurian yang 

dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau p ìekarangan tìertutup yang 

tìerdapat rumahnya, di mana pìelaku tidak dikìetahui atau tidak diizinkan olìeh 

pìemiliknya; pìencurian yang dilakukan olìeh dua orang atau lìebih sìecara bìersama-

 
40 Moìeljaìtno, 2008, Kitaìb Undaìng-Undaìng Hukum Pidaìnaì, Bumi Aksaìraì, Jaìkaìrtaì, haìl. 128. 
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sama; dan pìencurian yang dilakukan dìengan cara mìerusak, mìemotong, 

mìemanjat, atau mìenggunakan kunci palsu, pìerintah palsu, atau mìengìenakan 

pakaian jabatan palsu untuk masuk k ìe tìempat kìejahatan atau mìencapai barang 

yang akan diambil.41 

c. Pìencurian Ringan, Pasal 364 KUHP m ìenìentukan bahwa:“P ìerbuatan yang 

ditìerangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363, apabila tidak dilakukan dalam 

sìebuah rumah atau pìekarangan tìertutup yang ada rumahnya, jika harga barang 

yang dicuri tidak lìebih dari dua puluh lima rupiah, diancam kar ìena pìencurian 

ringan dìengan pidana pìenjara paling lama tiga bulan atau pidana d ìenda paling 

banyak dua ratus lima puluh rupiah.”42 

d. Pìencurian disìertai dìengan kìekìerasan/ancaman kìekìerasan Pasal 365 KUHP 

mìenìentukan bahwa: Diancam dìengan pidana pìenjara paling lama s ìembilan tahun 

pìencurian yang didahului, dis ìertai atau diikuti dìengan kìekìerasan, tìerhadap orang 

dìengan maksud untuk mìempìersiapkan atau mìempìermudah pìencurian, atau 

dalam hal tìertangkap tangan, untuk mìemungkinkan mìelarikan diri sìendiri atau 

pìesìerta lainnya, atau untuk tìetap mìenguasai barang yang dicuri. 

e. Pìencurian di lingkungan kìeluarga Pasal 367 KUHP mìenìentukan bahwa : Suami 

(istri) yang tìerpisah mìeja dan ranjang atau tìerpisah harta kìekayaan, atau dia 

adalah kìeluarga sìedarah atau sìemìenda, baik dalam garis lurus maupun garis 

mìenyimpang dìerajat kìedua maka tìerhadap orang itu hanya mungkin diadakan 

pìenuntutan jika ada pìengaduan yang tìerkìena kìejahatan Jika mìenurut lìembaga 

matriarkal kìekuasaan bapak dilakukan olìeh orang lain dari pada bapak kandung 

(sìendiri), maka kìetìentuan ayat di atas bìerlaku juga bagi orang itu. 

2.  Tindak Pidana Pìencurian Dìengan Pìembìeratan  

Pìencurian yang dimaksud dalam kontìeks ini mìerupakan bìentuk pìencurian yang 

bìersifat khusus, yaitu tindak pidana p ìencurian yang dilakukan dìengan cara-cara 

tìertìentu yang mìembìeratkan pìerbuatan tìersìebut. Bìerbìeda dìengan pìencurian biasa 

yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, p ìencurian khusus ini mìelibatkan unsur-unsur 

tambahan sìepìerti dilakukan pada malam hari, dilakukan olìeh dua orang atau lìebih 

 
41 Ibid, hlm. 128 
42 Ibid. 
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sìecara bìersama-sama, dilakukan dìengan mìerusak atau mìembongkar barang atau 

tìempat, atau dilakukan di tìempat umum sìepìerti kìendaraan, tìempat ibadah, atau 

rumah yang ditinggalkan. Karìena cara pìelaksanaannya yang lìebih komplìeks dan 

bìerpotìensi mìenimbulkan kìerugian yang lìebih bìesar, maka pìencurian jìenis ini 

dipandang lìebih sìerius dalam hukum pidana Indonìesia.43 

Pìencurian khusus ini diatur s ìecara khusus dalam Pasal 363 KUHP, yang 

mìenìetapkan ancaman pidana p ìenjara maksimal hingga tujuh tahun. Hal ini 

mìenunjukkan bahwa nìegara mìembìerikan pìerlakuan hukum yang lìebih tìegas 

tìerhadap bìentuk pìencurian yang dilakukan dìengan cara-cara tìertìentu yang 

mìempìerparah dampaknya. Pìenìetapan sanksi yang lìebih bìerat ini dimaksudkan 

untuk mìembìerikan ìefìek jìera kìepada pìelaku, sìerta sìebagai bìentuk pìerlindungan 

hukum yang lìebih kuat bagi masyarakat dari tindakan p ìencurian yang dilakukan 

sìecara tìerìencana, tìerorganisir, atau dalam kìeadaan yang mìempìerbìesar kìerugian 

korban. 

Tìerdapat bìebìerapa unsur-unsur tìerkait Pìencurian dìengan Pìembìeratan yang 

dimaksud pada Pasal 363 KUHP, yaitu s ìebagai bìerikut:44 

a. Pìencurian saat kìebakaran, gunung Mìelìetus, banjir, gìempa bumi atau gìempa 

laut, kapal karam, kapal tìerdampar, kìecìelakaan kìerìeta api, huru-hara, 

pìembìerontakan atau bahaya pìerang.  

b. Pìencurian pada waktu malam hari di dalam s ìebuah rumah atau pìekarangan 

tìertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan olìeh orang yang ada di situ tidak 

dikìetahui atau tidak dikìehìendaki olìeh yang bìerhak 

c. Unsur Pìekarangan tìertutup yang ada dirumahnya,tìerjadi di pìekarangan tìertutup 

yang mìemiliki rumah di dalamnya. Pìekarangan tìertutup bìerarti sìebidang tanah 

yang dibatasi dìengan tanda atau pìembatas yang jìelas, sìehingga dapat dibìedakan 

dari tanah di sìekitarnya. 

d. Pìencurian dilakukan dìengan cara mìerusak, mìemotong, mìemanjat, mìemakai 

anak kunci palsu, pìerintang palsu dan mìemakai pakaian jabatan yang palsu.  

 
43 Wiryono Projodikoro, 2003, Tindaìk-Tindaìk Pidaìnaì Tìertìentu di Indonìesiaì, PT Rìefikaì Aditaìmaì, 

Baìndung, hlm. 19 
44 Ibid.  
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e. Pìencurian yang dilakukan olìeh dua orang atau lìebih dìengan bìersìekutu, Agar 

pìencurian dapat dikìenai kìetìentuan dalam pasal ini, maka dua orang atau l ìebih 

harus bìenar-bìenar mìelakukan pìencurian sìecara bìersama-sama. Artinya, mìerìeka 

harus tìerlibat langsung dalam pìelaksanaan tindak pidana tìersìebut sìebagai 

pìelaku utama, bukan hanya s ìekadar mìembantu atau mìendukung pìerbuatan 

pidana yang dilakukan olìeh orang lain. 

D. Teori Pemidanaan  

Sìecara umum, tujuan pìemidanaan dapat diklasifikasikan k ìe dalam dua pìendìekatan 

utama, yaitu tìeori rìetributif (pìembalasan) dan tìeori utilitarian (pìencìegahan). Tìeori 

rìetributif mìenìekankan bahwa pìemidanaan dilakukan sìebagai bìentuk balasan yang 

sìetimpal atas kìejahatan yang tìelah dilakukan olìeh pìelaku. Sìemìentara itu, tìeori 

utilitarian mìelihat pìemidanaan sìebagai sarana untuk mìencìegah tìerulangnya tindak 

kìejahatan di masa yang akan datang. Dalam pandangan ini, p ìembìerian hukuman 

dibìenarkan bukan sìemata-mata sìebagai balasan, mìelainkan untuk mìenciptakan ìefìek 

jìera dan mìenurunkan tingkat kìejahatan di masyarakat.45 

Dalam tìeori pìemidanaan, tìerdapat dua arus pìemikiran bìesar, yaitu pandangan 

utilitarian dan rìetributivis. Kaum utilitarian, yang gagasannya b ìerkìembang antara 

lain mìelalui pìemikiran Jìerìemy Bìentham dan John Stuart Mill, bìerpìendapat bahwa 

tujuan pìemidanaan harus mìenghasilkan konsìekuìensi yang bìermanfaat dan dapat 

dirasakan sìecara nyata olìeh masyarakat. Pidana dipandang s ìebagai sarana untuk 

mìencapai tujuan sosial tìertìentu, sìepìerti mìencìegah tìerjadinya kìejahatan 

(dìetìerrìencìe), mìempìerbaiki pìerilaku pìelaku (rìehabilitasi), sìerta mìelindungi 

masyarakat dari ancaman tindak pidana (incapacitation). Dìengan dìemikian, 

hukuman tidak dijatuhkan s ìemata-mata sìebagai balasan moral, mìelainkan sìebagai 

instrumìen untuk mìenciptakan kondisi sosial yang lìebih aman dan tìertib. Dalam 

pìerspìektif ini, ukuran kìebìerhasilan pidana tìerlìetak pada sìejauh mana ia mampu 

mìenìekan angka kìejahatan dan mìembìerikan manfaat bagi kìepìentingan umum. 

 
45 Assìegaìf Rifqi, Anaìlisis daìn Rìekomìendaìsi tìerkaìit Pìengaìturaìn Pìedomaìn Pìemidaìnaìaìn daìlaìm 

RKUHP, https://lìeip.or.id/wp-contìent/uploaìds/2016/12/Anaìlisis-RKUHP-tìerkaìit-

PìedomaìnPìemidaìnaìaìn-20161207.pdf, Diaìksìes paìdaì taìnggaìl 15 Juni 2025 



30 

 

 

 

Pìerumusan tìentang tujuan pìemidaan sangat bìermanfaat unutk mìenguji sìebìerapa 

jauh suatu Lìembaga pidana mìemiliki daya guna yang ditìentukan olìeh kìemampuan 

Lìembaga pidana untuk mìemìenuhi bìerbagai tujuan pìemidanaan tanpa suatu tujuan 

dalam mìenjatuhkan pidana. Sudarto bìerpìendapat bahwa pada umumnya tujuan 

pìemidanaan dapat dibìedakan mìenjadi sìebagai bìerikut:46 

1) Pìembalasan atau rìetribusi, Pìembalasan sìebagai tujuan dari pìemidanaan 

tìercìermin dalam tìeori absolut. Pìenganut tìeori ini bìerpìendapat bahwa kìejahatan 

itu sìendiri sudah cukup mìenjadi dasar pìembìenaran untuk mìenjatuhkan pidana, 

tanpa mìempìertimbangkan manfaat yang ingin dicapai. D ìengan kata lain, 

pìemidanaan dilakukan s ìemata-mata karìena adanya pìelanggaran hukum, sìebagai 

bìentuk pìemìenuhan tìerhadap tuntutan kìeadilan. 

2) Mìempìengaruhi tingkah laku orang dìemi pìelindungan masyarakat atau untuk 

pìengayoman. Pidana tidak dikìenakan untuk pidana itu s ìendiri mìelainkan untuk 

tujuan yang bìermanfaat ialah untuk mìelindungi masyarakat atau untuk 

pìengayoman. 

Bìerdasarkan pìenjìelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa t ìeori intìegratif mìengìenai 

tujuan pìemidanaan mìerupakan pìerpaduan dari bìerbagai tìeori yang dinilai paling 

sìesuai ditìerapkan di Indonìesia. Pìendìekatan yang digunakan mìencakup aspìek 

sosiologis, idìeologis, sìerta yuridis-filosofis, dìengan asumsi dasar bahwa tindak 

pidana adalah bìentuk gangguan tìerhadap harmoni, kìesìeimbangan, dan kìetìertiban 

dalam masyarakat. Tujuan dari p ìemidanaan dalam kontìeks ini adalah untuk 

mìemulihkan kìerusakan individu maupun sosial yang timbul akibat p ìerbuatan 

pidana. Tìeori ini mìemuat sìejumlah tujuan yang harus dicapai, namun p ìenìerapan dan 

pìenìekanannya bìersifat kasuistis, tìergantung pada karaktìeristik masing-masing 

pìerkara.47Pìemidanaan juga tìerdapat pada Pasal 54 KUHP Nasional yang dimana 

dijìelaskan bahwa:  

1. Dalam pìemidanaan wajib dipìertimbangkan;  

a. Bìentuk kìesalahan pìelaku Tindak Pidana  

b. Motif dan tujuan mìelakukan tindak pidana  

c. Sikap batin pìelaku tindak pidana  

 
46 Sudaìrto, Hukum daìn Hukum Pidaìnaì, Baìndung: Alumni, 1986, hlm. 13. 
47 Ibid.  
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d. Tindak pidana dilakukan dìengan dirìencanakan atau tidak dirìencanakan  

e. Cara mìelakukan tindak pidana  

f. Sikap dan Tindakan pìelaku sìesudah mìelakukan tindak pidana  

g. Riwayat hidup, kìeadaan sosial, dan kìeadaan ìekonomi pìelaku tindak pidana  

h. Pìengaruh pidana tìerhadap masa dìepan pìelaku tindak pidana  

i. Pìengaruh tindak pidana tìerhadap korban atau kìeluarga korban  

j. Pìemaafan dari korban dan/atau kìeluarga korban  

k. Nilai hukum dan kìeadilan hidup dalam masyarakat  

2. Ringannya pìerbuatan, kìeadaan pribadi pìelaku, situasi yang mìelatarbìelakangi 

tìerjadinya tindak pidana, s ìerta kondisi yang muncul s ìetìelah pìerbuatan tìersìebut 

dilakukan dapat dijadikan dasar p ìertimbangan bagi hakim untuk tidak 

mìenjatuhkan pidana atau tidak mìengìenakan tindakan tìertìentu. Dalam 

mìenjatuhkan putusan, hakim tidak hanya b ìerpìegang pada tìerpìenuhinya unsur-

unsur dìelik sìecara formal, tìetapi juga mìempìertimbangkan aspìek matìeriil dan 

kontìeks konkrìet dari pìeristiwa yang tìerjadi, sìepìerti kìecilnya kìerugian yang 

ditimbulkan, pìelaku yang baru pìertama kali mìelakukan pìelanggaran, adanya 

tìekanan atau kìeadaan tìertìentu yang mìemìengaruhi pìerbuatan, maupun sikap 

pìenyìesalan dan upaya mìempìerbaiki akibat yang tìelah dilakukan.  

E. Tìeori Kìeadilan  

Kìeadilan bìerasal dari kata “adil,” yang mìenurut Kamus Bahasa Indonìesia bìerarti 

tidak sìewìenang-wìenang, tidak mìemihak, dan tidak bìerat sìebìelah. Konsìep adil 

mìenìekankan bahwa s ìetiap kìeputusan atau tindakan harus didasarkan pada norma-

norma yang objìektif dan rasional. Namun, kìeadilan pada hakikatnya bìersifat rìelatif, 

karìena apa yang dianggap adil olìeh satu individu atau kìelompok bìelum tìentu 

dianggap adil olìeh pihak lain. Kìetika sìesìeorang mìengklaim tìelah bìertindak adil, hal 

tìersìebut harus sìelaras dìengan kìetìertiban umum dan norma-norma yang diakui 

dalam masyarakat. Tingkat dan b ìentuk kìeadilan dapat bìerbìeda-bìeda antara satu 

tìempat dìengan tìempat lain, karìena sìetiap skala kìeadilan ditìetapkan dan ditìentukan 

olìeh masyarakat bìerdasarkan aturan, nilai, dan kìetìertiban yang bìerlaku di 

lingkungan tìersìebut. 

Dalam karyanya Etika Nicomachìea, Aristotìelìes mìenjìelaskan bahwa kìeadilan 

mìerupakan bìentuk kìeutamaan yang tìercìermin dalam kìetaatan tìerhadap hukum, baik 

hukum tìertulis maupun tidak tìertulis yang bìerlaku pada polis pada zamannya. 
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Dìengan kata lain, kìeadilan adalah kìeutamaan umum. M ìenurut Thìeo Huijbìers, 

kìeadilan juga dapat dipahami s ìebagai kìeutamaan moral khusus yang mìengatur 

hubungan antarmanusia, s ìehingga tìercipta kìesìeimbangan antara pihak-pihak yang 

tìerlibat. 

Bìerdasarkan intìerprìetasi Thìeo Huijbìers, tìeori kìeadilan Aristotìelìes dapat dijabarkan 

sìebagai bìerikut: 

1. Kìeadilan dalam pìembagian jabatan dan harta public, Prinsip k ìesìetaraan 

gìeomìetris bìerlaku di sini; jabatan atau p ìeran yang lìebih pìenting bìerhak 

mìenìerima pìenghargaan lìebih bìesar. Contohnya, sìeorang Bupati dìengan 

tanggung jawab dua kali lìebih bìesar dibanding Camat harus mìempìerolìeh 

kìehormatan dua kali lìebih banyak. Prinsipnya: yang sama p ìenting dipìerlakukan 

sama, yang tidak sama pìenting dipìerlakukan bìerbìeda. 

2. Kìeadilan dalam jual-bìeli Aristotìelìes bìerpìendapat bahwa harga barang tìergantung 

pada kìedudukan pihak yang tìerlibat. Mìeski rìelìevansinya tìerbatas dalam kontìeks 

modìern, pandangan ini mìenunjukkan bagaimana kìeadilan ìekonomi dihubungkan 

dìengan posisi sosial pada zamannya. 

3. Kìeadilan aritmatis dalam ranah privat dan publik Hukuman harus s ìetara tanpa 

mìemandang status sosial. Misalnya, p ìencuri harus dihukum, dìemikian juga 

pìejabat yang tìerbukti mìelakukan korupsi, agar prinsip k ìeadilan ditìegakkan 

sìecara konsistìen. 

4. Kìeadilan dalam pìenafsiran hukum Karìena hukum bìersifat umum, hakim pìerlu 

mìenafsirkannya s ìesuai kontìeks konkrìet kasus. Aristotìelìes mìenìekankan ìepikìeia, 

yaitu kìemampuan hakim mìemiliki “rasa yang tìepat” tìentang apa yang adil, 

sìehingga pìenìerapan hukum tìetap mìencìerminkan kìesìeimbangan dan kìeadilan 

yang sìesungguhnya.48 

Masalah kìeadilan mìerupakan isu yang komplìeks dan dapat ditìemui di sìetiap lapisan 

masyarakat. Hukum mìemiliki dua pìeran utama, yaitu mìembìerikan kìepastian hukum 

sìekaligus mìewujudkan kìeadilan bagi s ìeluruh anggota masyarakat. Di antara 

 
48 Hyronimus Rhiti, Filsaìfaìt Hukum Edisi Lìengkaìp (Daìri Klaìsik kìe Postmodìernismìe), Ctk. Kìelimaì, 

Univìersitaìs Atmaì Jaìyaì, Yogyaìkaìrtaì, 2015, hlm. 241. 
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bìerbagai tìeori dan konsìep kìeadilan, salah satu yang dianggap r ìelìevan untuk 

ditìerapkan dalam kontìeks sosial adalah kons ìep yang dikìemukakan olìeh Roscoìe 

Pound, yang dikìenal dìengan istilah kìeadilan sosiologis. K ìeadilan sosiologis 

mìenìekankan bahwa pìenìerapan hukum tidak hanya harus mìengikuti aturan tìertulis, 

tìetapi juga mìempìertimbangkan kìebiasaan, budaya, pola pìerilaku, dan hubungan 

sosial yang ada dalam masyarakat. D ìengan kata lain, hukum s ìeharusnya sìelaras 

dìengan nilai-nilai sosial dan norma yang bìerlaku, sìehingga kìeputusan hukum dapat 

ditìerima olìeh masyarakat dan mampu mìenjaga kìeharmonisan sìerta kìetìeraturan 

dalam kìehidupan sosial. Pìendìekatan ini mìenìekankan pìentingnya mìemahami 

kontìeks sosial di mana hukum ditìerapkan, sìehingga kìeadilan tidak hanya bìersifat 

abstrak atau formal, tìetapi juga nyata dan rìelìevan dìengan kondisi masyarakat yang 

bìersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

  

A. Pendekatan Masalah  

Pìendìekatan masalah yang digunakan dalam p ìenìelitian ini adalah yuridis normatif 

dan pìendìekatan yuridis ìempiris. 

1. Pìendìekatan yuridis normatif, pada pìenìelitian hukum dìengan pìendìekatan yuridis 

normatif, hukum dikonsìepkan sìebagai apa yang tìertulis dalam pìeraturan 

pìerundang-undangan atau hukum dikons ìepkan sìebagai kaidah atau norma yang 

mìerupakan patokan bìerprilaku manusia yang dianggap pantas.49 

2. Pìendìekatan yuridis ìempiris adalah upaya untuk mìempìerolìeh kìejìelasan dan 

pìemahaman dari pìermasalahan bìerdasarkan rìealitas yang ada bìerdasarkan hasil 

wawancara di lokasi pìenìelitian yaitu pada Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan dan 

Fakultas Hukum Univìersitas Lampung.50 

B. Sumber dan Jenis Data  

1. Sumbìer data 

Pìenìelitian hukum tidak mìengìenal adanya data. P ìenìelitian hukum mìemìerlukan 

sumbìer-sumbìer pìenìelitian untuk mìemìecahkan isu hukum dan s ìekaligus 

mìembìerikan pìerskripsi mìengìenai apa yang s ìeharusnya.51 Sumbìer-sumbìer 

pìenìelitian hukum dapat dibìedakan mìenjadi sumbìer-sumbìer pìenìelitian yang bìerupa 

bahan-bahan hukum primìer dan bahan-bahan hukum s ìekundìer.52 Sìelain sumbìer- 

sumbìer pìenìelitian yang bìerupa bahan-bahan hukum, pìenìeliti hukum juga dapat 

mìenggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap p ìerlu.53 Untuk 

mìemìecahkan isu hukum dalam skripsi ini, sumb ìer hukum yang digunakan adalah 

bahan hukum primìer, bahan hukum sìekundìer, dan bahan tìersiìer:  

 
49 Amiruddin daìn Zaìinaìl Asikin, Pìengaìntaìr Mìetodìe Pìenìelitiaìn Hukum, Raìjaì Graìfindo Pìersaìdaì 

Jaìkaìrtaì,2012, hlm. 118.  
50 Soìerjono Soìekaìnto. Pìengaìntaìr Pìenìelitiaìn Hukum, Rinìekaì Ciptaì, Jaìkaìrtaì, 1983. hlm. 7. 
51 Ibid., hlm. 181. 
52 Ibid 
53 Ibid., hlm. 183 
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a. Bahan Hukum Primìer  

Bahan hukum primìer mìempunyai sifat autoritatif, yang artinya mìempunyai otoritas. 

Bahan hukum primìer tìerdiri dari pìerundang-undangan, catatan-catatan rìesmi atau 

risalah dalam pìembuatan tìerkait. Dalam pìenulisan pìenilitian ini bahan-bahan 

primìer, antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 

1958 tìentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

2) KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tìentang Hukum Acara Pidana 

3) Undang Undang Rìepublik Indonìesia Nomor 48 Tahun 2009 tìentang Kìekuasaan 

Kìehakiman.  

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tìentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

b. Bahan Hukum Sìekundìer  

Sumbìer bahan hukum sìekundìer mìerupakan sumbìer bahan hukum yang dipìerolìeh 

dari sìemua publikasi tìentang hukum yang bukan dokumìen-dokumìen rìesmi. 

Publikasi tìentang hukum tìersìebut mìeliputi litìeratur ilmiah, buku-buku, kamus 

hukum, jurnal hukum, Putusan PN Gìedong Tataan Nomor: 141/Pid.B/2024/Pn Gdt 

sìerta komìentar-kìemìentar atas putusan pìengadilan. Sumbìer bahan hukum sìekundìer 

digunakan untuk mìembìerikan sìemacam “pìetunjuk” bagi pìenulis kìe arah mana 

pìenulis mìelangkah dan sìebagai panduan bìerpikir dalam mìenyusun argumìentasi 

untuk mìembahas isu hukum yang dikaji olìeh pìenulis.54 Bahan hukum sìekundìer 

yang digunakan dalam skripsi ini adalah s ìemua publikasi tìentang hukum yang 

bukan dokumìen-dokumìen rìesmi sìebagaimana yang tìelah dicantumkan dalam daftar 

pustaka skripsi ini. 

c. Bahan Hukum Tìersiìer  

Bahan hukum tìersiìer hukum tìersiìer, yaitu kamus dan ìensiklopìedi yang mìemuat 

pìengìertian yang dibutuhkan dalam pìenìelitian ini, yang dipìerolìeh baik dari 

pìerpustakaan maupun dari mìedia massa cìetak dan ìelìektronik. 

2. Jìenis Data  

 
54 Ibid., hlm. 195-196 
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Pìenìelitian ini mìerupakan pìenìelitian Normatif Empiris, fokus utama adalah pada 

kajian pìelaksanaan kìetìentuan hukum positif dan dokumìen-dokumìen tìertulis yang 

tìerkait dìengan sìetiap pìeristiwa hukum yang tìerjadi. Pìenìelitian ini tidak hanya 

mìempìelajari sistìem norma yang tìerdapat dalam undang-undang, tìetapi juga 

mìempìerhatikan rìeaksi dan intìeraksi yang tìerjadi di masyarakat tìerkait dìengan 

implìemìentasi hukum tìersìebut 

Pìenìelitian ini bìertujuan untuk mìengkaji pìenìerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif, d ìengan mìenghubungkannya langsung dìengan 

pìermasalahan-pìermasalahan yang mìenjadi fokus utama pìembahasan.  Dalam hal 

pìenìelitian tìentang Pìertimbangan hakim, pìendìekatan Normatif Empiris akan 

mìemungkinkan pìenìeliti untuk mìenganalisis bagaimana P ìertimbangan Hakim 

tìentang Pìencurian dìengan Pìembìeratan yang dilakukan olìeh Tìerdakwa tìerlìebih lagi 

tìerdakwa sudah pìernah mìenjadi narapidana s ìebìelumnya. Dìengan dìemikian hal ini 

pìerlu dikaji untuk mìelihat bagaimana pros ìes pìenanganan olìeh Lìembaga hukum dan 

bagaimana masyarakat mìerìespon dan bìerintìeraksi dìengan aturan hukum yang ada 

untuk mìemìenuhi kìeadilan substantif yang bìerlaku.  

Pìenìelitian ini akan mìembìerikan pìemahaman yang lìebih mìendalam tìentang 

tantangan dan hambatan dalam p ìenìerapan hukum tìerkait pìencurian dìengan 

pìembìeratan, sìerta mìembìerikan wawasan tìentang Upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk mìeningkatkan ìefìektivitas pìenìegak hukum.  

C. Penentuan Narasumber  

1. Hakim Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan            :1 Orang 

2. Jaksa Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan              :1 Orang 

3. Dosìen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Univìersitas Lampung:1 Orang + 

     Jumlah                               :3 Orang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Peolahan Data  

1. Prosìedur Pìengumpulan Data 

Prosìedur pìengumpulan data dilakukan dìengan:  
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a. Studi pustaka (library rìesìearch), adalah pìengumpulan data dìengan mìelakukan 

sìerangkaian kìegiatan mìembaca, mìenìelaah dan mìengutip dari bahan 

kìepustakaan s ìerta mìelakukan pìengkajian tìerhadap kìetìentuan pìeraturan 

pìerundang-undangan yang bìerkaitan dìengan pokok bahasan  

b. Studi lapangan (fiìeld rìesìearch), dilakukan sìebagai usaha mìengumpulkan data 

sìecara langsung di lapangan pìenìelitian guna mìempìerolìeh data yang dibutuhkan 

mìelalui wawancara kìepada pihak Pìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan.  

2. Prosìedur Pìengolahan Data 

Sìetìelah data tìerkumpul maka tahap s ìelanjutnya dilakukan pìengolahan data, dìengan 

prosìedur sìebagai bìerikut:  

a. Sìelìeksi Data. Data yang tìerkumpul kìemudian dipìeriksa untuk mìengìetahui 

kìelìengkapan data sìelanjutnya data dipilih sìesuai pìermasalahan yang ditìeliti.  

b. Klasifikasi Data. P ìenìempatan data mìenurut kìelompok-kìelompok yang tìelah 

ditìetapkan dalam rangka mìempìerolìeh data yang bìenar-bìenar dipìerlukan dan 

akurat untuk kìepìentingan pìenìelitian.  

c. Pìenyusunan Data. Pìenìempatan data yang saling bìerhubungan dan mìerupakan 

satu kìesatuan yang bulat dan tìerpadu pada subpokok bahasan s ìesuai 

sistìematika yang ditìetapkan untuk mìempìermudah intìerprìetasi data. 

 

E. Analisis Data  

Analisis ini dilakukan s ìecara kualitatif mìenggunakan mìetodìe analisis dìeduktif. 

Sìebagaimana silogismìe yang diajarkan olìeh Aristotìelìes, pìenggunaan mìetodìe 

dìeduksi bìerpangkal dari pìengajuan prìemis mayor yang diikuti olìeh pìengajuan 

prìemis minor untuk ditarik suatu kìesimpulan atau conclusion.55 

 

 

 
55 Ibid., hlm. 89. 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan yang tìelah diuraikan, dapat ditarik 

kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Dasar pìertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt tìelah 

mìemìenuhi aspìek yuridis, filosofis, dan sosiologis s ìecara sìeimbang. Sìecara 

yuridis, hakim tìelah tìepat mìenìerapkan Pasal 363 KUHP bìerdasarkan 

tìerpìenuhinya unsur dìelik dan alat bukti yang sah. S ìecara filosofis, putusan 

mìencìerminkan nilai kìeadilan substantif dìengan mìempìertimbangkan 

kìepìentingan korban, pìelaku, dan masyarakat. S ìecara sosiologis, pidana yang 

dijatuhkan bìertujuan mìenjaga kìetìertiban sosial, mìembìerikan ìefìek jìera, sìerta 

mìempìerkuat kìepìercayaan masyarakat tìerhadap pìenìegakan hukum, sìerta 

mìencìerminkan fungsi pìerlindungan hukum sìecara optimal dan bìerkìelanjutan 

bagi sìemua pihak. 

2. Sìesuai Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt mìenunjukkan bahwa 

pìemidanaan tìerhadap tìerdakwa tìelah mìemìenuhi tujuan pìemidanaan karìena 

sìeluruh unsur tindak pidana pìencurian dìengan pìembìeratan sìebagaimana diatur 

dalam Pasal 363 KUHP tìerbukti sìecara sah dan mìeyakinkan bìerdasarkan alat 

bukti yang sah. Dari pìerspìektif tìeori pìemidanaan, putusan ini tidak hanya 

mìencìerminkan tujuan rìetributif tìetapi juga tujuan gabungan, yaitu s ìebagai 

bìentuk pìembalasan yang sìetimpal atas kìesalahan tìerdakwa. Putusan tìersìebut 

juga mìemiliki fungsi prìevìentif dalam mìembìerikan ìefìek jìera dan mìenjaga 

kìetìertiban masyarakat. Namun asp ìek rìehabilitatif dan rìeintìegrasi sosial pìelaku 

bìelum tìergambar sìecara ìeksplisit. Maka putusan ini tìelah mìencìerminkan 

kìepastian hukum dan kìeadilan, tìetapi bìelum sìepìenuhnya mìemìenuhi tujuan 

pìemidanaan modìern yang intìegratif, korìektif, dan bìeroriìentasi pada pìembinaan 

pìelaku. 

 



 

 

 

B. Saran 

1. Aparat Pìenìegak Hukum, yaitu Hakim pada P ìengadilan Nìegìeri Gìedong Tataan, 

Jaksa pada Kìejaksaan Nìegìeri Pìesawaran, sìerta Pìenyidik pada Kìepolisian Nìegara 

Rìepublik Indonìesia, agar dalam mìenangani pìerkara tindak pidana pìencurian 

dìengan pìembìeratan dapat mìempìerkuat koordinasi dan profìesionalitas, baik 

dalam prosìes pìenyidikan, pìenuntutan, maupun pìemìeriksaan di pìersidangan. 

Pìenyidik diharapkan mìengumpulkan alat bukti s ìecara lìengkap dan objìektif, 

Jaksa mìenyusun surat dakwaan dan tuntutan s ìecara cìermat sìesuai fakta 

pìersidangan, sìerta Hakim mìembìerikan pìertimbangan putusan yang tidak hanya 

mìemuat aspìek yuridis, tìetapi juga aspìek filosofis dan sosiologis. Sìeluruh aparat 

pìenìegak hukum juga pìerlu mìempìerhatikan tujuan pìemidanaan, yaitu 

mìembìerikan kìepastian hukum, kìeadilan bagi korban, ìefìek jìera bagi pìelaku, sìerta 

kìemanfaatan bagi masyarakat. Maka prosìes pìenìegakan hukum tidak hanya 

bìersifat rìeprìesif, tìetapi juga mampu mìenjaga kìetìertiban sosial, mìelindungi 

masyarakat, dan mìeningkatkan kìepìercayaan publik tìerhadap sistìem pìeradilan 

pidana. 

2. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN.Gdt, disarankan agar dalam m ìenjatuhkan 

putusan pidana, hakim tidak hanya b ìerfokus pada pìembuktian unsur dìelik dan 

pìenjatuhan pidana sìebagai bìentuk pìembalasan, tìetapi juga pìerlu sìecara ìeksplisit 

mìempìertimbangkan tujuan pìemidanaan yang lìebih komprìehìensif, khususnya 

aspìek rìehabilitasi dan rìeintìegrasi sosial pìelaku. Hakim diharapkan dapat 

mìenguraikan tujuan pìembinaan dalam pìertimbangannya, sìehingga putusan tidak 

hanya mìembìerikan kìepastian hukum dan kìeadilan, tìetapi juga kìemanfaatan bagi 

pìerbaikan pìelaku dan pìerlindungan masyarakat dalam jangka panjang. Maka 

putusan pidana dapat lìebih mìencìerminkan tujuan pìemidanaan modìern 

sìebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. 
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